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ABSTRAK

BTM atau koperasi syariah memang harus menjalankan fungsi pemberdayaan
ekonomi sebagai tanggung jawab sosialnya menjadi lembaga keuangan mikro
(microfinance). BTM menyalurkan pembiayaan untuk masyarakat yang memerlukan
dana ataupun modal dengan prosedur yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat
untuk usaha yang akan dikembangkan karena dengan cara penyaluran pembiayaan BTM
telah menjalankan salah satu fungsinya untuk memberdayakan masyarakat namun harus
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BTM agar sesuai dengan prinsip ekonomi
Islam. Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu dengan
pemberdayaan UKM karena UKM sangat penting dalam menumbuhkembangkan
perekonomian menengah kebawah dalam sektor rill. Maka dari itu untuk mencapai
suatu pemberdayaan dalam meningkatkan efesiensi, produktifitas dan daya saing UKM
sepatutnya mendapatkan dukungan moril maupun materil dari pihak lembaga keuangan
yang dalam kasus ini yaitu Koperasi Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana prosedur pembiayaan KSPPS
BTM BiMU dalam perspektif ekonomi Islam ? dan Bagaimana pengaruh pembiayaan
KSPPS BTM BIMU terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam
perspektif ekonomi Islam ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh
pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur pembiayaan
KSPPS BTM BiMU, menjelaskan secara rinci alur proses yang harus dilaksanakan dari
mulai permohonan sampai pencairan dana dan pengaruhnya dari pembiyaan tersebut
dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi

Islam. — -
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan pada

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengambarkan bagaimana
pelaksanaan prosedur pembiayaan KSPPS BTM BiMU. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang
diperoleh dari hasil wawancara bersama Manajer area Lampung KSPPS BTM BiMU,
sedangkan data sekunder diperoleh dari website resmi KSPPS BTM BiMU.

Setelah melakukan penelitian dengan metode yang dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan KSPPS BTM BiMU terdiri atas tujuh alur
proses. Dari pembiayaan yang diberikan oleh KSPSS BTM BiMU untuk para UKM
maka pembiayaan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat baik dari
segi peningkatan usaha maupun dalam hal kepribadian. Dan adapun analisa mengenai
prosedur pembiayaan semuanya telah terperinci dengan jelas sehingga mudah dipahami
dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam begitu pula dalam hal pemberdayaan yang
dilakukan melalui pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah telah
memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan persepektif ekonomi Islam.
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MOTTO

fao -

(YAY: 3 adl), . }2351_0. A d;\ ‘;\ USL e.\.u\d.\ \a\ [ u;al\te_ﬁj
Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

\t m"\ ,)

! Tim Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:
Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 2000), h.49.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak
menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca , maka perlu adanya
uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang
terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan
tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa
istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses
penekanan terhadap po__kok permasa_l_ahan yang akan dibahas. Untuk itu
perlu diu-raikah péhge'rt!ién.'.déri- i'sﬁ.iah' jUduI .te.r""srebut.-fsebagai berikut :

[ \ - |

1. Prosedur pemberlan pembiayaan merupakan tahap -tahap yang harus

dilakukan sebelum sesuatu pemblayaan dlputuskan untuk diberikan.

N,

2. Pemberdaya g mM /sy{ S lah sebuah proses penyadaran
masyarakat yang dll;hfkan secara transformatif, partisipatif dan
berkesinambungan melaui peningkatan kemampuan dalam menangani
berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi
hidup sesuai dengan harapan.’

3. Perspektif ekonomi Islam adalahsebuah pengetahuan yang membantu
upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi

sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu

pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau

! Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: Teras,
2009), h. 3.



tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa
ketidakseimbangan lingkungan.?

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas, maka yang
dimaksudkan dengan judul skripsi ini adalah penelitian tentang
prosedur pemberian pembiayaan KSPPS BTM BiMU terhadap upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul
Alasan yang menjadi pertimbangan untuk membahas dan meneliti
permasalahan ini adalah sebagai berikut :
1. Alasan Objektlf

a. Koperasn syarlah merupakan Iembaga keuangean mikro syariah yang
,r.‘

pemberian pembiayaan "mdal yang berbasis syariah.

b. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan prosedur
dan mekanisme pembiayaan dalam koperasi syariah.
2. Alasan Subjektif
a. Penelitian ini sesuai dan berkaitan dengan program studi yang

peneliti ambil yaitu Ekonomi Islam.

“Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta:
Kencana, 2006), h. 16.



b. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BTM
BiMU Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi

masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah
Dalam perkembangan industri jasa keuangan mikro yang berbasis
syariah telah memunculkan beraneka ragam lembaga keuangan mikro
yang siap untuk memenuhi kebutuhan keuangan pada lini usaha mikro.
Dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang
berbasis syariah, diperlukan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat
menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi syariah pada masyarakat

akar rumput Dan salah satunya meIaIU| KoperaSL Syarlah Keberadaan

Syarlah dih kan pu menjadl
mas at baWah dan Fﬁ i

jah ini dari lembaga- lembaga

erak ekonomi

i oleh bank-bank
syariah. Yang ._aﬂ Koper:
keuangan syariah Iamnya adalah pertama, menawarkan berbagai
kemudahan dalam prosedurnya. Kedua, hanya menuntut persyaratan yang
ringan. Ketiga, memberikan pelayanan yang cepat. Dan keempat,
menerapkan sistem “jemput bola” dengan mendatangi nasabah atau calon
nasabahnya. Koperasi Syariah mempunyai peran penting dalam
membangun dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Secara umum konsep dasar koperasi syariah adalah menggunakan
akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan bersama-

sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing meberikan kontribusi



dalam porsi yang yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan
bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu
sama lain dalam hak dan kewajiban dan tidak diperkenankan salah seorang
memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang
lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya.’

Landasan hukum koperasi dalam Islam sebagaimana Firman Allah
SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa : 4 :29 :
Ria Gl 858 0588 of ) Oy o A1l 1R Y T ol Gl

Y4 Las) & K aT ) 2l 15

Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil keguali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan, stka 'samassuka diantara kamu dan janganlah kamu

membundihs. dlrlmu sendiri, " ,Sesungguhnya Alah Maha Penyayang
K ada u . ) |

Koperasl SlmpAmmayaaﬁ £
an_yang menjalankan prinsip

BiMU adala suaw‘“ baw
kegiatannya berdasarka’ prinsip-prinsip syarlah Pada awal berdirinya

koperasi syariah BTM BiMU yakni bertujuan untuk membantu

mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan keuangan bagi
golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh bank umum yaitu

menjadi lembaga yang akan memberikan layanan keuangan kepada

*Nur. S. Buchori, Op.Cit ., h.16.
*Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro,2005),
h.140.



masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi
usaha kecil dan menengah.

Dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat
khususnya usaha mikro dan kecil menengah, KSPPS BTM BiMU
menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan
usaha yang mereka miliki dan memberikan pembiayaan kepada masyakat
yang ingin membuka usaha sehingga mereka mampu mengembangkan diri
dan bangkit dari keterpurukan dan maju dalam membangun perekonomian
keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.®

Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah merupakan investasi
yang dllakukan oleh koperaSI syarlah kepada nasabah, koperasi syariah

mempercayal nasabah untuk menjalankan usahanya agar memperoleh

"an Keuntung akan djbagi an_t_ar'_ k
an naSabah #‘x mib
oleh koperasi jas

ams ariah at biayaan kepada nasababh.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang

i’ jasa keuangan

g akan diterima

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu
pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu

pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam

*http://btmbimu.id/tentang-kami/company-profile (diakses pada tanggal 26
januari 2018).

®pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara,
Bandar Lampung, 14 April 2018.


http://btmbimu.id/tentang-kami/company-profile

arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan
maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan
yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis
digunakan untuk memenuhi kebutuhan.’

Untuk memperoleh pembiayaan dari KSPPS BTM BiMU,
masyarakat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus mereka
penuhi sebagaimana pada bank-bank umunya. Salah satu ketentuan yang
harus diterapkan adalah memberikan pembiayaan harus sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi calon anggota koperasi
yang akan mengajukan pinjaman, terlebih dahulu harus mengetahui
prosedur yang ada pada kopera3| tersebut agar proses pencairan dapat

berjalan dengan Iancar dan tldak ada plhak yang dlruglkan serta sesuai
|.

'yarlat Islam

i dala:m Stan#ﬂ! ﬁﬁl Prosedur
dikeluarkan ole : erasig agunan) dalam pembiayaan
m&*\%?@w gunan) dalam pembiay

&;{/
adalah sebagai komplemen dalam perikatan muamalah setelah diyakini

benar atas kelayakan usaha calon mitra.?

Tingkat pembiayaan yang tinggi dapat diperoleh melalui pelayanan
kemudahan yang diberikan oleh Koperasi Syariah. Kemudahan tersebut
dapat dilihat dari mudah atau sulitnya syarat jaminan atau agunan yang
digunakan nasabah untuk mengajukan pembiayaan.

Jaminan yang mudah akan mendorong nasabah lebih banyak

melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah tersebut. Apabila pembiayaan

"Muhammad Syafi’i Antonio. Op.Cit .,h. 160.
®pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara,
Bandar Lampung, 14 April 2018.



meningkat maka laba dan tingkat profitabilitas juga akan meningkat.
Tetapi dalam SOP KSPPS BTM BiMU telah dinyatakan bahwa jaminan
atau agunan yang dipakai adalah berupa barang bergerak (fiducia) dan atau
barang tak bergerak.’

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil menengah
berupa bertambahnya modalataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan
berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan,
yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan dan menekan
angka pengangguran.

Pada dasarnya Islam adalah suatu agama pemberdayaan. Dalam
pandangan Islam pemberdayaan harus merupakan gerakan yang tanpa

henti. Tentu saja hal |n| sejalan dengan paradlgma Islam sendiri sebagai
|. |

'erakan atau perubahan.® Pemberdayaan
aya memperkv lllhan bagl

masyarakat dibe _\bmtu 4

pengembangan

rakat. ini berarti
esuatu yang bermanfaat bagi
dirinya. Dengan memakai Ioglka ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat
yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan
untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Konsep pemberdayaan sendiri lahir sebagai antitesa model
pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat
lapis bawah. Format sosial ekonomi yang dikotomis telah mendorong

munculnya konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep

°Pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara,
Bandar Lampung, 14 April 2018.

""Nanih Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2001), h. 41.



kemiskinan yang oleh Chambers dipandang sebagai sebuah konsep
pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai sosial dengan
paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people, centered,
participatory, empowering, and sustainablel **

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, lembaga keuangan berperan
penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk
mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga
keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar
mobilisasi dana dari pihak defisit dana. *2

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini
pemberdayaan ekonomi masyarakat dibatasi pada kelompok UKM dan

juga dari, penelltlan ini dapat dljabarkan permasalahan dalam penelitian ini

I .
n pa(Ta perlu il E ihak U § erup: nggota KSPPS
i U“m‘emaha dan benaf ten OP pembiayaan

KSPPS BTM Bj

BT

yang akan dituangkan dalam rumusan masalah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan KSPPS BTM BiMU

Bandar Lampung ?

"Chambers Robert. Pembangunan Desa (Mulai dari Belakang) (Jakarta:
LP3ES,1983), h.13.

Nurul Widya Ningrum, Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi
Penguasaha Kecil (Bandung: Akatiga,2002), h.7.



2.

Bagaimana dampak dari pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam ?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari pelaksanaan

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui Prosedur Pemberian Pembiayaan KSPPS BTM
BiMU Bandar Lampung.
Untuk mengetahui dampak pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam

upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam.

. Manfaat Penelltlan

Manfaat penelltlan yang dlmaksud dalam hal&lnl mencakup hal-hal

il erlkut

Bal‘tu]: Tanwnﬂ !Tﬂyah (BTM’)

pertimbangan dalam pé.r‘nerian pembiyaan yang diharapakn dapat
memberdayakan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan syariat
Islam.
Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan
berfikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya
dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan

aplikasi yang diperoleh dari Ekonomi Syariah.
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3. Secara Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam contoh skripsi Islamic ekonomic
mengenai prosedur pemberian pembiayaan pada koperasi dalam upaya
pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam
dan juga diharapkan dapat sebagai sarana untuk menambah wawasan
bahan penelitian lebih lanjut.
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian
terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.
Adapun hasil-hasil p_enelitian yaﬁtu mg\ngenai prosedur pemberian

pembiayaan bada“:k.(.)'-PeTt‘?\.Siﬁ,;d'a'lar'ﬁ upéyéi ‘pemberdayaan ekonomi
I | ] |

kat\menurut perspektif ekopomi Islam
I peﬁel;tlan &e ¢ ”

pada KSP@WIHISU&SI Bisnis, Volume 3,

Nomor 1, 2015:83-93 ejdurnal.adblsnls.flsm unmul.ac.id. Berdasarkan

emberian kredit

data yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa, system dan
prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa sudah mengikuti Standar
Prosedur Pemberian Kredit di KSP Sentosa.Namun prosedur
pemberian kredit di KSP Sentosa masih sangat sederhana sehingga
terdapat kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi
pada prosedur pemberian kredit dan tidak adanya perspektif Islam
tentang kredit dalam penelitian tersebut dan juga hanya menyebutkan

prosedur pemberian kreditnya saja. Persamaan dari penelitian ini
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sama-sama membahas tentang prosedur pemberian kredit atau dalam
islam disebut dengan pemberian pembiayaan. Perbedaannya adalah
penelitian yang peneliti sekarang dilakukan lebih lengkap dalam
menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan dan mengupayakan
untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi
Islam dan juga dilakukan di koperasi simpan pinjam yang berbasis
syariah, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan
penelitian sebelumnya dengan adanya perspektif Islam dalam
prosedur pemberian kredit atau pembiayaan dan juga memaparkan
pemberian pembiayaan guna pemberdayaan ekonomi masyarakat.™

2. Skripsi Nanik Astuti yang berjudul Prosedur Pembiayaan Murabahah

KSUy BMT Tumang Cabang Cepogo (2004) dapat disimpulkan bahwa
|, I

'_.arakat dala @enjajukin pemblayaan i aga keuangan
ah rtu mengg mark ub yan etapkan lembaga

tersebut, kmww@emberikan keuntungan bagi

kedua belah pihak. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah

adalah sama-sama membahas tentang prosedur pembiayaan.
Perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis menjabarkan alur
proses prosedur pembiayaan secara keseluruhan mulai dari awal
proses sampai akhir proses pencairan dana pembiayaan jadi penulis

menjabarkan secara rinci dalam penelitian ini. Dan juga menggunkan

BMuhammad Syafriansyah, “Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada KSP
Sentosa”. EJournal llmu Administrasi Bisnis, Vol. 3 No. 1 (Februari 2015), h. 83-93.
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sistem bagi hasil dalam pembiayaan dan juga terdapat agunan/
jaminan yang diterapkan oleh KSPPS BTM BiMU.*

3. Jurnal penelitian tentang Peranan BMT Mitra Simalem Al Karomah
dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah, HUMAN FALAH: Volume
3. No. 2 Juli — Desember 2016. Berdasarkan penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa peran BMT dalam pemberdayaan BMT Mitra
Simalem Al Karomah adalah pembiayaan, pembinaan dan pelatihan
namun itu semua belum menunjukkan upaya pemberdayaan yang
maksimal karena bentuk pelatihan yang diselenggarakan masih
berorientasi pada pengembangan wawasan nasabah tentang BMT,
bukan pengembangan kemampuan nasabah dalam mengelola
usahanya Persamaannya dalam haI pemberdayaannya yaitu pada

| ]

blayaan pembliaan dan pelatlhan Perbel

|ayaan yang kan preSedur OP Pembiayaan

yang telah an, olg

pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menunjukkan upaya

koperasi dan dalam hal

pemberdayaan yang maksimal karena bentuk pelatihan yang
diselenggarakan berorientasi tidak hanya pada pengembangan
wawasan nasabah tentang KSPPS BTM BiMU saja namun juga
pengembangan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya agar

usahanya bisa berkembang dan maju dan kegiatan sosial seperti

Y“Nanik Astuti, “Prosedur Pembiayaan Murabahah KSU BMT Tumang Cabang
Cepego” (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005), h.41.
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pengajian yang diadakan disalah satu rumah nasabah yang dilakukan

KSPPS BTM BiMU."

H. Kerangka Berpikir

Dalam lembaga keuangan salah satunya Koperasi Syariah Baitut
Tamwim Muhammadiyah BiMU menjelaskan tugasnya sebagai
pengimpun dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana dalam hal ini yang
dilakukan vyaitu pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang
membutuhkan tambahan dana. Hal ini dilakukan guna memberdayakan
ekonomi masyarakat namun karena ia berbasis Syariah maka pembiayaan
dan pemberdayaan yang dilakukan harus berdasarkan Al-Qur’an dan

Hadist. Berikut'ihi_gambaran_ tenta-ng'_kerangkq pikirnya yaitu:

Islam
Al-Qur’an dan Sunnah

——

Prosedur Pemberian

Pembiayaan

A 4
Pembiayaan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi
Islam

Gambar 1
Kerangka Fikir Prosedur Pemberian Pembiayaan terhadap Upaya Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat

BFauzi Arif Lubis, “Peranan BMT Mitra Simalem Al Karomah dalam
Pemberdayaan Ekonomi Nasabah”. Human Falah, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2016), h. 52.
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Dalam Islam pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari
pemberdayaan. Karena pemberdayaan umat dalam ekonomi Islam sudah
ada dasarnya yang dijelaskan didalam Al-Qur’an. Pemberdayaan adalah
upaya yang dilakukaan dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk
pemberian dana atau pembiayaan dan pembinaan dan juga pengembangan
usaha , sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat
dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Salah satu cara guna
meningkatkan terealisasinya pemberdayaan vyaitu dengan pemberian
pembiayaan oleh salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah
sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah kepada masyarakat yang
membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha maupun dalam

menlngkatkan pemberdayaan ekonoml masyarakat dalam perspektif
[ \ i
Islam namun_ sebelu
haruS memh

pembiayaan yait r\pgm )

maka calon

terealisasinya

ka dari itu sesuai dengan teori

dan pembahasan penulis merﬁbérikan gambaran untuk membuat kerangka
pikir yang berkaitan dengan Prosedur pemberian pembiayaan terhadap
upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi
Islam.
Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field

research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala
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atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.
Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi
kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif."® Jenis
penelitian ini digunakan untuk menganalisis prosedur pemberian
pembiayaan pada BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan
ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.
b. Obyek Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah KSPPS BTM BiMU di
Bandar Lampung.
c. Sifat Penelitian
P_enelitign ini be_r__sifat !\_deskriptif analitik  yaitu
T_Q_Uggérﬁpa'rkaﬁ' f-e\h't\gng.’-'-;ualtu "m}ASS}?(q_lﬁa{, kelompok , orang

ert Tri'tﬁ*atau gambaran tentang suatu.-"'&e]:éla..f'
ua dejala a e!i - SKaitanpya d

e -

bungan antara

penelitian ini

mengga h‘“\a\da % hal-hal yang berkaitan dengan
prosedur pemberian :\bé.mbiayaan pada BTM BiMU di Bandar
Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat
menurut perspektif ekonomi Islam kemudian data tersebut
dianalisis.

2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah

Bina Masyarakat Utama (BiMU) yang berlokasi di Kecamatan

18Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), h. 21.
YIbid., h. 27.
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Sukarame Kota Bandar Lampung.Penelitian ini dilakukan selama
selama kurun waktu 3 bulan.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber
pertama baik dari individua atau perseorangan seperti hasil dari
wawancara atau metode yang biasa dilakukan oleh peneliti.'®
Sumber data primer terdiri dari dua, yaitu unsur pimpinan dan
pengurus yang berwenang di lingkungan KSPPS BTM BiMU dan
nasabah yang menjadi objek pemberdayaan.
b. DataSekunder _
Data sekunder merﬁpakan data{ prlmer yang telah diolah
[eblh Fomjut dan dj ajlkan baik oIeh plha_k pen|
tau :pihak [ark ;

lan data primer

berbagai
lain sebagainya. Sufﬁlb.er data sekunder merupakan sumber data
pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain berupa
informasi, literatur, serta dokumen atau file yang didapat dari web
dan didapat langsung dari KSPPS BTM BiMU.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan

peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kuntitatif dari

responden sesuai lingkup penelitian.

8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D (Bandung:
Alfabeta, 2014), h. 36.
“Ibid ., h. 37.
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Untuk memperoleh datayang diperlukan dalam penelitian ini,
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, adapun
teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang
digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan
melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang
dapat diberikan keterangan kepada sipeniliti.?> Dalam hal ini
penulis mewawancarai secara langsung salah satu pihak KSPPS
BTM BiMU dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai
dengan rumusan masalah pe.n_elitian:\dan dijawab secara langsung

dengan lisafisl

-

\-\_{e”tb_('fé*Ob_servas' ' & |
.\\‘.\.__.\ \ A ) I .”A‘_,-.:. J
‘v’jggservaA an" slatu_pfoses

-~

L y . Y
4 i = )

kompleks, suatu

S,

proses h‘r‘swg\m agai proses biologis dan
psikologis.?* Dua di;ﬁ'géra yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini penulis mengadakan
pengamatan terhadap prosedur pemberian pembiayaan di BTM
BiMU serta mencatat semua prosedur yang telah ditetapkan di
BTM BiMU.
c. Metode Dokumentasi
Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti

mencari didalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang

**Mardalis,Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi
Aksara, 2004), h.64.
“!1bid ., h. 90.
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diperoleh sudah ditulis atau diolah oleh orang lain atau suatu
Lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data
sekunder. Misalnya surat-surat, catatan harian, artikel dan lain
sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.

d. Angket yang dilakukan dengan cara mengemukakan pertanyaan
secara tertulis kepada para responden.

e. Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.

f. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah
buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode AnaI|3|s Data

Metode yang dlgunakan penulls adalah metode deskriptif
|' I

tatlf yaltu su enelitia yang menggam
arnya tentanﬁ dltelm

sebenarnya ’WI\L LI
deskriptif-kualitatif ~ yang  digunakan

keadaan yang

keadaan yang

ung?. Jadi metode penelitian

dalam  penelitian  ini
menggambarkan prosedur pemberian pembiayaan KSPPS BTM
BiMU Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi
masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam dan datayang relevan
dengan masalah yang akan dibahas, data-data informasi yang
diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang
menggambarkan keadaan pada koperasi. Kajian deskriptif merupakan

kajian/ non-hipotesis, sehingga dalam langkah kajiannya tidak perlu

225ydarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002),
h. 41.



19

merumuskan hipotesis. Sedangkan data kualitatif, yaitu data yang
digambarkan dengan sebuah kalimat yang dipisahkan menurut kategori
untuk  memperolen  kesimpulan. Teknik analisis ini  akan
membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi, yaitu prosedur

secara deskriptif dari sistem pemberian pembiayaan.

&%y,

.




BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan
1) Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan
a. Pengertian Pembiayaan
Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik  Indonesia dengan Nomor: 11/PER/M.KUKM/XI1/20117,
pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa :
1) Transaksi bagl haS|I dalam bentuk mudharabah danmusyarakah;

2) Transak3| sewa- menyewa dalam bentuk i Jarah atau sewa-menyewa yang

S— v ; f"_

i [I dgmgan perplndahan kepemlllkan dalam , ijarah muntahiya
\ .;""
lik, sewa men;halsﬁaat suat /atau jasa dalam

bentuk ijarah maushﬁ@h{ ZIm______ 1dan sewa-menyewa atas manfaat dari
transaksi multi jasa dala% ben"'uk 'jarah dan kafalah.

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna,

dan musyarakah mutanagishoh; dan
4) Transaksi simpan meminjam dalam bentuk piutang gard dan atau dengan
pemeliharaan jaminan dalam bentuk rahn. %
Pengertian pembiayaan secara etimologi berasal dari kata biaya, yaitu

membiayai kebutuhan usaha.”* Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan

“peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XI11/2017 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

20
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dana yag terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha
yang akan dibiayai agar diperoleh jenis wusaha yang produktif,
menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung
jawab.?Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank vaitu
memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk
memenuhi kebutuhan oihak defisit unit.”® Sedangkan menurut Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.
06/per/M.KUKM/1/2007 tetang petunjuk teknis program pembiayaan
produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah
kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara
koperasi dengan anggota calon anggota koperaSI lain dan atau anggotanya

yang mewajlbkan penerlmaan pemblayaan |tu untuk melunasi pokok
| |

an yang diteri kj plhak koperaSI
n sejumlah b& pendapat’an

yang dibiayai atau aan da f))

aba dari kegiatan
an tersebut.

Jadi menurut pengertlan pemblayaan diatas, maka dapat dipahami
bahwa pembiayaan adalah suatu kegiatan penyedia dana untuk investasi
atau kerjasama permodalan yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu

untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan akad perjanjian.

*Nugraha Ridha, Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah
SDM Kementrian Koperasi, artikel http://hasbullah.multiply.multiplycontent.com
(diakses pada 19 Maret 2018).

>Binti Nur Asiyah, M.Si, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta:
Kalimedia,2015), h. 2.

**Ibid.,h.3.


http://hasbullah.multiply.multiplycontent.com/
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b. Dasar Hukum Pembiayaan
Landasan hukum pembiayaan adalah dalam Al-Qur’an surat Shaad
ayat 24 yang berbunyi :

M@m;w\wbﬁu\}amg\a&d\wq& IO\
3 33\3023;:61.23:\533‘;;;:4&\ a5 1 shals gl \Jgga;;‘;c
Y& iy LsI) DAs 4 e

Artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat
sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;
maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat. "%’

2. Prosedur; Pemblayaan |

ﬁ Kkall def|n|S| y
turut andi dalam ‘me

mengenai defi@,-w i./l\zlﬁ

tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut

rkaitan dengan

ukakan pendapat

hammad Ali prosedur adalah

Amin Widjaja prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan.
Jadi, prosedur adalah rangkaian tugas yang saling berkaitan dan tersusun
secara teratur yang berisi tentang tata cara dalam menjalankan suatu
pekerjaan.

Dalam menjalankan sebuah prosedur, terdapat etika atau aturan-aturan
yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.Hal tersebut dimaksudkan agar

tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien juga

Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan
Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 363.
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untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi.Prosedur sendiri dapat
berupa tulisan maupun lisan.
Dalam pelaksanaannya, pembiayaan memiliki prosedur yang harus
dipenuhi yaitu:
a. Persiapan
Persiapan dalam pembiayaan adalah tahap awal yang sangat
penting terutama bagi pihak nasabah yang baru pertama kali
mengajukan permohonan pembiayaan. Informasi yang diberikan
antara lain tentang tata cara pengajuan pembiayaan dan syarat-syarat
untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.
Dalam hal ini tentu pihak Iembaga akan menggali informasi lebih
mengenai | nasabah balk dengan Wawancara ataupun meminta bahan
['lls\secara langsung kepa plhak yang_"
but ‘harus meh aran’ yang va1|d
suatu calon oy \ya\n .

tan. Informasi
g kondisi usaha
ut besarnya usaha, besarnya
pembiayaan yang dimixﬁt;, tujuan penggunaan dari pembiayaan
tersebut, lokasi usaha, jaminan, dan kelengkapan surat-suratnya
(legaslitas), serta peralatan yang dimiliki. Biasanya pihak bank
akanmemberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon
nasabah dimana terdapat keterangan informasi yang diperlukan.?®

Laporan permohonan pembiayaan biasanya memuat hal-hal berikut
ini:

1) Keterangan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta

2Ayu Ahmad dan Abdul Aziz, Manajemen Operasional Bank Syariah (Cirebon:
STAIN Press, 2009), h.222-223.



24

2) Hubungan kredit dimasa lalu

3) Keterangan mengenai pembiayaan yang diminta

4) Gambaran usaha 3 tahun yang lalu

5) Rencana atau proyek usaha 3 tahun mendatang (andaikan

pembiayaan diberikan).?®
b. Analisa Pembiayaan
Analisa pembiayaan dilakukan oleh account officer suatu lembaga

keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bahkan
commite (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan
pembiayaan.Analisis pembiayaan ini dilakukan dengan tujuan
pemblayaan yang dllakukan mencapal sasaran dan aman.

D@Iam tahap |n| terdapat penﬂalan mend,alam tentang keadaan

| |

i atau proye ii mohon i mblayaan tqrsl; liputi berbagai

k d‘aﬁz@ranya

1) Aspek Mag .i.‘;;;w”,,‘

2) Aspek Pemasaran

3) Aspek Teknis

4) Aspek Keuangan

5) Aspek Hukum atau Yuridis

6) Aspek Sosial Ekonomi®

c. Analisis Pembiayaan Dalam Praktik

**|bid.,h. 225.
%K haerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia,
2013), h.223.
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Analisis untuk pembiayaan merupakan hal yang penting untuk
merealisasi pembiayaan. Analisis dikerjakan oleh aparat pelaksana
khusus. Pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha tersebut telah
memenubhi prinsip syariah atau tidak, serta dimaksudkan untuk:

1) Menilai kelayakan calon usaha peminjam
2) Meminimalisir atau menekan resiko akibat tidak terbayarnya
pembiayaan
3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.*
Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada
customer, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi , yang dikenal
dengan pr|n5|p 6C + 1S yaltu

1) Character 5 ) 4

g
|

T'\C‘ﬁarexcter

(i;rakte dalah penTalan ap watak atau

pembiayaan dapat "mmenuhi kewajibannya dan mendapat

informasi yang jelas tentang karakter atau privasi nasabah yaitu :

(@) Melihat riwayat hidup

(b) Meneliti kegiatan sehari-hari calon nasabah

(c) Melihat pergaulan dan usia

(d) Melihat reputasi dilingkungan sekitar calon nasabah.
(e) Meminta informasi dari bank lain.

2) Capacity

$!Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT.Kompas
Media Nusantara, 2008), h. 120.
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Capacity adalah penilaian secara subyektif tentang
kemampuan penerima pembiayaan (nasabah) untuk melakukan
pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima
pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di
lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, administrasi,
alat-alat, pabrik serta metode kegiatan, bahkan kemampuan untuk
merebut pasar.

3) Capital

Capital (modal) adalah penilaian terhadap kemampuan modal
yang dimiliki oleh-calon. penerima pembiayaan (nasabah) yang
diukur dengan pOSISI perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan

oleh rasm - flnan3|a| dah_." penekanan pada  komposisi

[ |
1 ocialnya Biasanya dalam capital tldak bprb"
\ J.\.
i Bisa dalah Lébang modar se

mesin-mesigmUntll ﬂm gmampuan perseorangan, dapat

ang tunai saja,

ahan, bangunan,

dilihat dari kekayaah individu setelah kewajibannya terlunasi.
Sedangkan untuk mengukur suatu perusahaan bisa dilihat dari
neraca perusahaan yaitu komponen owner equity, laba ditahan dan

lain-lain.

4) Collateral
Collateral adalah jaminan yang dimiliki calon penerima

pembiayaan. Penilaian ini bertujuan agar lebih meyakinkan bahwa
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jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka
jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban tersebut.
Biasanya jaminan ada yang berbentuk surat dan barang berharga.
Namun tidak semua jaminan berwujud (bersifat kebendaan) tetapi
jaminan juga ada yang tidak berwujud, contohnya jaminan pribadi
dan rekomendasi. Jaminan yang diberikan tentunya harus memiiki
nilai ekonomis bagi barang-barang yang dijadikan jaminan, serta
agunan tersebut harus memenuhi syarat yuridis.
5) Condition

Condition (kondisi), dalam hal Syariah harus melihat kondisi

ekonoml sekltar yang terjadl d| masyarakat secara spesifik melihat

adanya keterkaltan dengan Jenls usaha yang dilakukan oleh calon

[ J
enerlma pembla aan. Kondisi ekstern :
i Iah kbnd|5| pk omlan duma

bentuk p

dan tentunya peratur;\r;. pemerintah terhadap peredaran produk-
produk tertentu yang dihasilkan.*
6) Constrains
Constrains adalah penilaian faktor sosial dan psikologis dari
masyarakat berupa batasan dan hambatan yang tidak

memungkinkan jalannya suatu usaha. Misalnya pendirian suatu

*21bid.,h. 234.
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usaha pompa bensin yang disekitarnya terdapat banyak bengkel las
atau pembakaran batu bata.*®
7) Syariah
Syariah adalah penilaian ini dilakukan untuk menegaskan
bahwa usaha yang akan dibiayai ialah benar-benar usaha yang tidak
melanggar syariah sesuai dengan hukum Islam.

Dari beberapa prinsip yang sudah dijelaskan tersebut, hal yang
penting dalam prinsip-prinsip ini ialah account officer, accounting
officer dimana termasuk sebagai Character. Apabila prinsip tersebut
terpenuhi. Maka permohonan akan diterima dan mengikuti prinsip

lainnya bisa dikatakan tidak terlalu berarti.

d. Tahap Keputusan Pemblayaan r|

alam tahap k(ﬂi Nlayaan plhak

pe

lembaga tém

layak untuk diberi pembiayaan atau tidak.Jika tidak, maka

elalui pemutus

Itunjuk atau pimpinan

n apakah pembiayaan tersebut

permohonan tersebut harus segera ditolak.Penolakan biasanya secara
tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun
cukup jelas. Andaikata permohonan dikabulkan, maka segera
dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan. Biasanya disertai
beberapa persyaratan tertentu. Adapun syarat tersebut berisi:

1) Nama dan alamat perusahaan
2) Nama pemilik

%3 1bid., h. 238.



29

3) Jenis pembiayaan yang dipilih
4) Tujuan penggunaannya
5) Tempo/ jangka waktu
6) Cara penarikan
7) Cara pengambilan
8) Margin
9) Masa tenggang
10) Jaminan yang diberikan serta nilainya
11) Pengikat jaminan dan syarat lainnya.
Diakhir surat tersebut dicantumkan tanda tangan dan nama

jelas, dilengkapi dengan tempat dan tanggal penandatanganan.
Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat bank atau komite khusus
yang diberi wewenang untuk tugas tersebut Kewenangan memutus

seseorang belum tentu sama dengan yang Ialnnya tergantung tingkat

aba[tawkédudukan dan pangkatnya

3. Produ

a. Pembiayaan M6
1) Bagi Hasil
Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk
membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan
sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak
pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan
manfaat dari pembagian resiko yang adil.*® Pembiayaan berpola bagi

hasil terdiri dari dua yaitu:

*Ibid.,h.239.
% Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
2011) h.124-125.
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a) Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya
adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan
usahanya. Mudharabah adalah akad kerja sama pemilik dana/
modal dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *

Akad Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari
pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib)
untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah ,
dengan pembag|an hasil usaha antara kedua belah pihak

= f

bdasdrkan fﬂsbaﬁ*‘yang te.rah dlsepaka\tl sebe Iumnya.

36Syaﬁ’i Antonio, Op,Cit., h.95.
$"Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Kompas Gramedia
Building, 2012), h. 192.
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Adapun landasan hukum akad mudharabah berdasarkan
firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Muzzamil 20 yang

berbunyi:
GslAley al Jiab e Gt (DY) B siim Os0Aks G,
AP T N PR L P as aEe . PR
BSSON 5ile sy 8 sliall 15adls a0 W 150 00 AT ol (B 051
s fe 5o oA oAy A 3K, 0 gral % L Az Feo s aF
}Af&l\d&}é}@)ﬂ;we&fﬁd\}{\y&u)mu)ﬁ&\\}a.a_)ﬁ\}
: -
o % Ao Fe g Moo s . To z o l% ¥ ax
Yo dah el AT el 1Al aka iy s

Artinya :

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-
orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi
berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu)
dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan
kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu
memper6leh (balasan)nyadi sisi AIIah sebagai Balasan yang
paling | baik “tan yang pallng besar pahalanya. dan mohonlah
amE)unan kepada Allah38 Sesuhgguhnya: Allqlh Maha Pengampun

agh Maha Penyayang F
Fam__vx._gﬁ_\__ De#!“aéiégai—»Maj i§”Ulama Indonesia

R

o

Fatwa D .aﬂgh ] omor 07/DSN-MUI/1V/2000

tentang pembiayaan Mudharabah, memutuskan menetapkan fatwa

tentang pembiayaan mudharabah (giradh). *

b) Musyarakah

®Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan
Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 376.

*Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia , Fatwa DSN
Nomor 07/DSN-MUI/1VV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
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Musyarakah adalah akad antara orang-orang yang berserikat
dalam hal modal dan keuntungan.”® Pada koperasi syariah,
Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara koperasi syariah
dengan anggotanya. Baik koperasi syariah maupun anggotanya
masing-masing menyetorkan sebagaian modal usaha. Pada koperasi
syariah pembiayaan Musyarakah digunakan koperasi syariah untuk
memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan
anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang
disepakati.** Anggota bertindak sebagai pengelola usaha
berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dengan metode
Profit and Lost Sharlng yaknl untung dan rugi dibagi bersama atau

bagi- pendapatan (Revenue Sharlng) berdasarkan presentase modal

&ng (T setorkan ra pihak pemba___l_g_qan: kp.qgf
. P e

dari pengelola

Adapun landasan hukum akad musyarakah yaitu Al-Qur’an

Surat Sad 38:24 yang berbunyi :

“*Mervyn K. Lewis dan Latifa M.Algaoud, Perbankan Syariah, Prinsip, praktik
dan prospek (Jakarta: Serambi llmu Semesta, 2003) h.63.
*'Sumber SOP KSPPS BTM BiMU.
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i ATl (2 1538 05 Falas () el 15k Slalls 3 s
Bl 2 5 (5 cAlial \)u_; \jma &JM\ ¥) udu «'55‘— e@-"“

_ataa?

Artinya :

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya.dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang
yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka
ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia
meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat.”™

2) Jual Beli
Jual bell (buyu, jamak dari baz) atau perdagangan atau

per agaan atau tradlng secara termlnology Fikih Islam berarti

v ,.l

""-{kar menukarr i A dasar a (rela) atau
mmﬁahkan epe ilikan eng da sesuatu yang

e

Jual beli dibolehkan Syariah berdasarkan AL-Qur’an surat An-

Nisa: 4:29 yang berbunyi:
0b 8545 0% of 1 bl g 0kl RE Y e ol W
T4 Len B OIS B &) BT ¥ i ol 5

“Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan
Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 363.

*Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama,2012), h. 25.
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Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan
harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka
diantara kamu.””

a) Murabahah

Menurut Fatwa DSN no.04/DSN-MUI/IV/2000 murabahah
yaitu bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna
melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai
kegiatan, Bank Syariah perlu memiliki fasilitas murabahah
bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan
menegaskan ‘harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang Ieblh sebagal laba. *

[ Menurut PSAK 102 Akuntanél Mqrabahah paragraf 5

'\

" \menyatakarh\l ﬂoahah akad'/j:"v'

) JUal sebesar blaya_ ah keuntungan yang

dlsw "-"'"m‘engungkapkan bahwa biaya

perolehan barang tersebut kepada pembeli.*®

barang dengan

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan
secara syar’i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari
kalangan shahabat thabi’in serta ulama-ulama dari berbagai

madzhab.

**Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahnya
(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 65.

*>Osmad Muhaher, Akuntansi Perbankan Syariah (Yogyakarta: Graha IImu,
2012), h.57.

**Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer
(Jakarta: Salemba 4, 2009), h.180.
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Ayat-ayat Al-qur’an yang membolehkan jual beli
diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-

Bagarah ayat 275 yang berbunyi:

G
RS\ Pg=Srpnip

P N @
‘ &

i ..

«
\
v

Artinya :
“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”*’

Ayat ini menafsirkan bahwa seorang pemakan riba akan
dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang
mengamuk seperti kesurupan setan.®
Dan_firman Allah Al-Qur’an %urat Al-Ma’idah :5: 1 yang

berbuniiee Wy

o\

b) Pembiayaan Istisna’

Bai’istishna yaitu akad jual beli, dimana bank memesan
barang terlebih dahulu yang diinginkan sesuai dengan
spesifikasi dan kejelasan barang yang akan dipesan, dan

dengan margin yang disepakati bersama dan pembayaran

“Tim  Penerjemah  Al-Quran  Departemen Agama RI, Al-Quran
danTerjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 75.

*8Muhammad Nasib Ar-rifa’i, Kemudahan Dari Allah — Ringkasan Tafsir lbnu
Katsir Jilid 1 (Bandung: Gema Insani, 1999), h. 75.

“Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan
Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 88.
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dilakukan sesuai kesepakatan apakah dimuka, cicilan, ataupun
dibayar belakangan.*

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk
membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan
pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli kebutuhan
modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil juga dapat
juga dipenuhi dengan akad istishna’. Dalam hal ini bank
syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai
modal istisna’ yang ditukar dengan komoditas mereka untuk
dipasarkan kembali.>*

3) Pemblayaan Investa3|

f)\ Akad Pola Sewa " __.— =i 4

’3:“ Transak5| onbagi hasil sela'_' y : jual beli adalah
tﬁhsgkm b#a ﬁ \a j , biasanya juga

n, adalah akad yang dilakukan

atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

(1) Pembiayaan ljarah
ljarah adalah istilah dalam figih Islam dan berarti

memberikan sesuatu untuk disewakan menurut Sayyid

9Ascarya,Op.Cit., h.96.
*!1bid, h.125.
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sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mrngsmbil
manfaat dengan jalan penggantian.®

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah  Nasional
No0.27/DSN-MUI/I11/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah
bi at-tamlik, yang dimaksud dengan sewa beli yaitu
perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan
kepemilikan atas benda yang disewa, kepada penyewa,

setelah selesai masa sewa.”® Jadi hakikatnya ijarah adalah

penjualan manfaat.

Adapun landasan hukum pembiayaan ljarah yaitu
terdapat dalam Al-Qur’an Surat Ath-thalag ayat 6 dan Al-

Qur’an Surat Al-gashash ayat 26-27, yang berbunyi:

%2Ascarya, Op.Cit., h. 99.
*Dr.A.Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2012), h. 269.
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Artinya :

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada
kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya”(26) berkatalah Dia (Syu'aib):
"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan
salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu
cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan)
dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan
kamu insyaAllah. akan mendapatiku Termasuk orang-
orang yang baik”.>*

B. Pemberdayaan | Ekondrhi I\/'Ia‘sy'arakat d'élam Islém
| ]

: lan dan Dasa kum berdayaan
a. rtlan Pemberd

yang dikutip dari Suharto,

Pembe Menu
\/
adalah suatu proses dimana seseorang akan menjadi cukup kuat untuk
berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mampu memberikan
pengaruh terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang
mempengaruhi kehdupannya.>
Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita Pemberdayaan yaitu

suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong,

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan

*Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan
Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2002), h. 706.

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2005), h.58-59.
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dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat
potensi yang dimiliki oleh masyarakat.*®

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan
oleh masyarakat dengan cara swadaya mengelola sumber daya apa saja
yang dapat dikuasai dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya dan kebutuhan keluarga.”’

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya membangun daya
dengan cara mendorong, memotivasi,dan membangkitkan kesadaran
akan potensi yang dimiliki. Mengidentifikasi kebutuhan, menggali dan
memanfaatkan sumber daya yang ada supaya masyarakat mencapai
kesejahteraan hldup

[alam hal pemb rdayaan da terapl Ip be

tuél tentang :9 Akahlangkah S

ekonomi uma =L da__p\un__

n yang secara

is pemberdayaan

ut antara lain :

1) Mengadakan Sensus-S:ér;léus merupakan upaya yang dilakukan guna
memperoleh data yang akurat dan valid berkaitan dengan data warga
atau anggota baik data kependudukan, data kepemilikan, data
perekonomian, data sarana dan prasarana keagamaan, data harta
kekayaan dan sebagainya.>®

2) Pengembangan Teologi Kerja Nasional

*®Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,1996), h. 145.

*Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT (Yogyakarta: Aditya Media,
1996), h.1.

®Mujiono Abdillah, Artikel Pemberdayaan Ekonomi Umat Muhammadiyah,
(Semarang 199), h.3.
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Islam sebagai pewaris pembaharuan sudah barang tentu
menjadi agen pembangunan teologi kerja rasional. Sebab sistem
teologi kerja rasional merupakan bagian integral dari paket
pembaharuan Islam.Inti teologi kerja rasional adalah keyakinan
sistematik bahwa keberhasilan suatu pekerjaan ditentukan oleh
hukum kausalitas yang mengacu pada kaidah rasional. Adapaun
implementasi operasional sistem teologi kerja rasional meliputi :

a) Semangat Kerja Tinggi
Mukmin sejati adalah mukmin yang memiliki semangat
kerja tinggi. Tidak layak orang mangaku dirinya mukmin jika
semangat ___kerjanya r_(?ndah._>_ Sebab orang  beriman

r_‘-’-\.h__xmehgedépa_hka‘n---'.aza__ls “prestasi’ kerja yang berkualitas prima.
[ - I. . 4 p =y .F"__ = ',|

| Disamping ity, Allah SWT sangat apresiatiffterhadap orang
yangpem t kerja tingg dan aufial sholeh.

b,

-~

S,

Tidak pantas:‘ls:é“seorang mengatakan dirinya beriman jika
tidak memiliki prinsip produktifitas kerja. Dengan kata lain,
keberimanan seseorang diukur dengan parameter produktifitas
kerjanya. Semakin tinggi produktifitas kerja seseorang maka
semakin tinggi indikator keberimannya.*®

Pernyataan teologis demikian didasarkan pada ayat
teologi kerja rasional yaitu pada Al-Qur’an Surat Al-Hadiid

ayat 20 yang berbunyi:

% Ibid., h. 6.
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Artinya :

“ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini
hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan
dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-
banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan
yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani;
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat
warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat
(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta
keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah
kesenangan yang mehipu.

C) Profe5|onallsme Kerja

Manu5|a layak menyebut d|r|nya berlman jika memilki

pr|n5|p prolﬁsmnallsEe kerja
metryebut

tidak layak

prinsip kerja

serab

Rumusan demikian didasarkan pada Al-Qur’an Surat Al-

Isra ayat 84 yang berbunyi :

A S GBI 5 G el 2008 sl e O 38 O

Artinya :

“Katakanlah:  "Tiap-tiap orang berbuat menurut
keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih
mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya. "

Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan
Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 431.

.Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan
Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 226.
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Berdasarkan  rumusan  diatas bahwa  parameter
keberimanan seseorang ditentukan oleh tiga hal yakni kerja,
produktifitas kerja, dan profesionalisme kerjanya.®

b. Dasar Hukum Pemberdayaan

Allah Swt berfirman dalam QS. Al- A“raf ayat 10 bahwa telah
menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan
penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan tamkin
(pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar
berusaha. Dasar hukum pemberdayaan yaitu pada ayat Al-Qur’an Surat

Al-A’raf ayat 10 yang berbunyi:
) u;)&mumi“u%ﬁeﬂu»;uajﬂ@a&&ﬂ}

Artlnya

[ ‘S’esungguhn a Kamz telah menelTn atk u sekalian di
uka buml dml i bumi (sumber)

Terdapat empat pr|n5|p'yang sering digunakan untuk suksesnya
program pemberdayaan, yaitu :

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan
masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan
antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program

pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

®2Mujiono Abdillah, Op.Cit., h.7.
*Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Al-Quran dan
Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 120.
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b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian
masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan,
dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk
sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan
yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap
pemberdayaan masyarakat.

c. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan,
sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding
masyarakat sendiri. Tapi secara perl_ahan\ dan pasti, peran pendamping

akan maklg berkurang, bahkan akhirnya d_|hapus karena masyarakat

y

sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.®"”
<.\ e S I . . T

nsipfyg[]g mengatur ekt i m masyarakat sangat

diperlukan karmémlai-nilai moral islam dalam

pemberdayaan umat guna untuk peningkatan harkat dan martabat lapisan

masyarakat. Dimana prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam

diantaranya yaitu :

1) Tauhid yang merupakan fondasi ajaran Islam. Karena kepada Allah kita
akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan Kkita, termasuk

aktivitas ekonomi dan bisnis.®®

*Najiati, Sri, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut (Bogor: Wetlands
International, 2005), h. 52.

$Adiwarman  A.Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakart:Raja Grafindo
Persada,2010), h.35.
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2) Kerja dan Produktivitas, pada hal ini manusia mewujudkan cita-citanya
pemenuhan hidupnya baik kebutuhan jasmani maupun rohani adalah
dengan bekerja. Kerja adalah mengerahkan segala kemampuan dan
kesungguhan yang dikerahkan manusia baik jasmani maupun akal
pikiran untuk mengolah kekayaan alam untuk kepentingan umat
Islam.®

3) Keadilan Distribusi merupakan penempatan sesuatu pada tempatnya,
membebankan sesuatu sesuai dengan daya pikul seseorang,
memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang
seimbang dengan dengan memakai konsep persaudaraan.

4) Kepemilikan dalam Islam ada tiga model kepemilikan dalam Islam

yaitu kepemlllkan penuh hak m|I|k saja tanpa hak pemanfaatannya, dan

eman_faatannya si:a
aya/an /\

Terdapat enam tu1uan pemberdayaan masyarakat yaitu :

. Tujuan

a. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan
kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki
kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat
belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan

kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

®®yusuf Qardawi, Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta:
Robbani Pers,2001), h. 146.
*"Ibid.,h.47.
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. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan

bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan

yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau

pendapatan yang terbatas.

. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik,

yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik,

diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.®®
Adapun tujuan pemberdayaan dalam ekonomi Islam, diantaranya

yaitu:

. Mengutamakan Allah dengan mencari kehidupan akhirat

. Memperjuangkan kebutuhan hidup akhirat dan jangan melupakan

nasibnya di dunia.

. Mensukseskan ekonomi yang diperhitungkan Allah, berbuat kebajikan

sebagaimana Allah berbuat kebajukan kepadamu.

. Negara menyingkirkan kebinasaan (kekacauan) dan janganlah membuat

kebinasaan.®®

®Mardikanto, Totok, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab

Sosial Korporasi) (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 85.

®Iprahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Jakarta: Kalam Mulai,1994),

h. 232.
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Dari tujuan tersebut dapatdisimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan
ekonomi dalam Islam tidak hanya tertuju pada kehidupa akhirat semata
melainkan  kesuksesan ekonomi didunia juga agar terciptanya

keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang
memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap
pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu
demi keberhasilannya mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi diartikan
sebagai langkah-langkah‘atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi
tercapainya suatl t_uj_u_an'_ atau penerir_rjaa__n mzinfaat yang dikehendaki.”

Stra{egl p’émb'erdayaén"' ekondmi- magyaralqat merupakan suatu

angkah menuju

tujuan n—d licapal

=

masyarakat daM" |

merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya

empermudah tujuan

embangunan berkelanjutan yang

manusia serta pemberdayaan yang bertujuan untuk memperbaiki
tarafhidup masyarakat.”
Ada lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:"?
a. Pengembangan sumberdaya manusia
b. Pengembangan kelembagaan kelompok

c. Pemupukan modal masyarakat

°00s M.Anwas, Op.Cit, h.167.

"Syamsuddin  Abbas, Pengembangan Sumber Daya Manusi (Jakarta
:Departemen Pertanian, 2002), h.3.

"1bid., h.170.
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d. Pengembangan usaha produktif

e. Penyediaan informasi tepat guna.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui
berbagai pendekatan. Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat
dilakukan melalui 5 P yaitu:

a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayan harus
mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan
struktural yang menghambat.

b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan

Perlindungang th i s yar: terutama kelompok-kelompok

lemah agar tidak tertindas:‘l(.)leh kelompok kuat. Pemberdayaan harus
diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi
yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat
mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya,
pemberdayaan harus ammpu menyokong masyarakat agar tidak
terjatun kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan

terpinggirkan.
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e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Pemberdayaan
harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang
memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.”

Adapun srategi pemberdayaan masyarakat, terdapat lima aspek
penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan
masyarakat diantaranya yaitu:

a. Motivasi

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan
c. Manajemen Diri

d. Mobilitas Sumberdaya

e. Pembang_unan dan Pengembar_l_gan Jejaring.

5. ManfaaWt Pemberdayaan

\l’an }@1 penghidupan di masyarakat

dan kelompok dengan penghasilan kecil

c. Peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara
efektif dan efisien

d. Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih
efektif, efisien dan terfokus pelanggan

e. Proses pengembangan yang lebih demokratis.”

"®Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Jakarta,Refika
Aditama, 2014),h.67.

"Totok Mardikonto, Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat
(Bandung, Alfabeta, 2013), h.170-171.
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6. Tahap Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah
yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :
a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu:
penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang
bisa dilakukan oleh community woker, dan penyiapan lapangan yang
pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

b. Tahapan pengkajian (assessment)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian yang dalam hal ini
petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang
dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent)
secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang
masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam
konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa
alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap pemformalisasi rencanaaksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing
kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan
apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang
ada.

e. Tahap evaluasi
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Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas
program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya

dilakukan dengan melibatkan warga.”

&,

y
— g

"Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora
Pratama, 2001), h. 28.
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PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah
(BTM) BiMU

1. Sejarah  berdirinya Koperasi Syariah  Baitut Tamwil
Muhammadiyah (BTM) BiMU

Secara defakto koperasi syariah telah ada sejak bulan Februari

2004, meskipun pada waktu itu namanya belum koperasi melainkan

lembaga keuangan syariah (LKS). Ini ditandai dengan mulainya

pembiayaan pada__ pedagang-pgdagang_ kecil yang ada dipasar

tradifs-i_qrjglyvéy_' hal_iifn .‘.B'a_r_ldar'-.'ﬂLéFn.pun;c.;.."'ID_a}_c_;_lgf.;'._,_mulanya lembaga ini

(ME)

(Dua Juta R LKS menjalankan fungsinya
sebagai lembaga keuanga% S}ang bergerak dalam bidang jasa keuangan
khususnya pembiayaan usaha yang berpola syari’ah.76

Melihat respon masyarakat yang cukup bagus atas kehadiran
LKS, kemudian ME Muhammadiyah Wilayah Bandar Lampung
menambah investasinya sebesar Rp.5000.000,00 (Lima Juta Rupiah),
menjadi Rp.7000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dibulan ketiga, sehingga

LKS dapat memberikan pinjaman lebih banyak lagi dan lebih meluas

kepada pedagang. Setelah berjalan sekitar 6 bulan, mulai ada pihak

"®Dokumentasi KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 April
2018 pukul 13.20.

51
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lain yang tertarik menginvestasikan dana pada LKS. Meskipun jumlah
investasinya tidak terlalu banyak, namun itu semua kami jadikan
dukungan moral untuk mengembangkan LKS agar menjadi lembaga
keuangan yang lebih besar lagi. Pada bulan Mei 2005, ME
Muhammadiyah Wilayah Lampung sebagai pemprakarsa berdirinya
LKS ini mengundang beberapa orang anggota perserikatan
Muhammadiyah untuk diajak mengembangkan LKS agar ruang
lingkup kerjanya lebih meluas lagi dan memiliki payung hukum dalam
beraktivitas. Setelah beberapa tahapan pada bulan Agustus 2005
terbentuklah koperasi dengan nama Koperasi Syari’ah Baitut Tamwil
Muhammadlyah (BTM) dengan badan hukum,

O4/BH/DKPM/XX2005 - koperaS| | ini 4 bergerak dengan

-embangkan pola syari’a
idan Mrs; BaltA

Menjadi BTM terbesaﬂr di Lampung

- Misi BTM BiMU
a. Menciptakan peluang usaha
b. Menciptakan sumber daya yang visioner, prospektif dan
produkif
c. Memberikan solusi kepada anggota koperasi dan masyarakat

umum agar terhindar dari riba.
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Tujuan pembiayaan yang diberikan Baitut Tamwil Muhammadiyah

ini adalah:"’

1) Mensejahterakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

3) Melepaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap rentenir

4) Menjauhkan masyarakat dari praktek non syari’ah

Berdasarkan dari tujuan diatas Baitut Tamwil Muhammadiyah

diharapkan dapat membantu mencari jalan keluar untuk
mensejahterakan  masyarakat ~ khususnya untuk  memperoleh
pembiayaan dalam upaya pemberdayaan UKM berdasarkan prosedur
dan proses yang cepat sesuai dengan pr1n51p syari’ah dan juga bisa

membantu masyarakat pada umumnya dan anggota ada khususnya

e m,Ukarame- Bandar Lampung

a. Kantor Pusa
b. Kode Pos 35131
c. Telepon (0721) 702466/ 8011229 (Setiap Hari Jam Kerja)

d. Email cs@btmlampung.co.id

4. Job Deskripsi Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung
Adapun  Job  Deskripsi  kepengurusan  Baitut = Tamwil

Muhammadiyah Bandar Lampung yaitu:

""Dokumentasi KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 April
2018


mailto:cs@btmlampung.co.id
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a. PENGAWAS
1) Ketua : H. Fachrudin Al-Abidi, S.H
Memberikan fatwa, penjelasan, informasi dan pandangan-
pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketetapan pola, akad,
dan traksaksi-transaksi  lainnyasebagai dasar pedoman
operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.
2) Anggota : Drs.H. Habiburrahman
: Dr. Sudarman, M.Ag
Menjalankan dalam memberikan penjelasan, informasi dan
pandangan-pandangan dalam transaksi-traksaksi.

b. PENGURUS [y

A

1) Ketua: IrHJamharlHadlpurwanta_Ml?|

y

y

n control atau
i vitas lembaga dalam
Mnberikan arahan dalam upaya
lebih  mengembangkan dan meningkatkan kualitas Baitut
Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.
2) Wakil Ketua: Elly Kasim, S.E.,Akt
Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh
ketua dalam hal pengawasan dan pengembangan kemajuan.
3) Sekretaris : Ahsanul Huda, S.P
Melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu

yang berkaitan dengan aktivitas Badan Pengurus.
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4) Bendahara : Martini Setyowati, S.E
Melakukan pengelolaan  keuangan Baitut Tamwil
Muhammadiyah Bandar Lampung serta keseluruhan diluar unit-
unit yang ada.
c. PENGELOLA
1) General Manajer . Elly Kasim, S.E., Akt
Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana
dari pihak Kketiga serta penyaluran dana yang merupakan

keglatan utama Iembaga serta keglatan kegiatan langsung

[ | '-]

Sutiyowati, S.E

mengontrol  serta
mengevaluasi sel;ﬁ.aktivitas dibidang operasional baik yang
berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang
dapat meningkatkan profesionalismekhususnya dalam pelayanan
terhadap mitra maupun anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah
Bandar Lampung.

3) Manajer Marketing : Ahsanal Huda, S.P

Merencanakan, mengarahkan, serta mengevalusi terget

penghimpunan dan pembiayaan serta memastikan strategi yang
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digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
4) Kabag Ops dan Keuangan : Suprantia Ningsih
Melaksanakan seluruh aktivitas dibidang operasional baik
yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang
dapat meningkatkan profesionalismekhususnya dalam pelayanan
terhadap mitra maupun anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah
Bandar Lampung.
5) Kabag IT : Sumarna, S.H.I
Melakukan penelitian dan pengembangan terhadap
produk kegiatan strategi pengorganisasian dan segala bentuk
operasmnal Iembaga serta teknologl |nforma3| dalam rangka

menlngkatka E Ilatasi

Kaba‘g Legal

l

yang berhubung;n dengan project perusahaan dimana
ditempatkan. Dan membuat surat permintaan, penawaran, dan
negosiasi harga.
7) Staff HRD : Dian Anggraini, S.Psi
Merencanakan, mengarahkan, mengontrol  serta
mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang administrasi, legal dan
personalia yang berhubungan dengan pihak internal maupun

eksternal dan meningkatkan profesionalisme.
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8) Staff SE . Ari Rahman, S.Kom
Berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan
meningkatkan profesionalisme BTM Bandar Lampung.
9) Staff Legal : Najamudin
Mensupport dan mengolah dokumen  perusahaan
khususnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama
maupun legal contract. Meriview legal contract, perjanjian
kerjasama dan dokumen legal lain yang berhubungan dengan
project perusahaan dimana ditempatkan. Dan juga membuat
surat permintaan, penawaran, dan negosiasi harga.

10) TeIIer _ | : Dewi Utami

[=-—,

{ slfatnya tunai

Co“smmer Sek A

dengan produk fuﬂnding (penghimpunan dana) yang dimiliki

dalam hal ini tabungan (simpanan lancar) dan deposito
(simpanan berjangka)
12) Office Boy : Nur Dian Syah
Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan, membantu
penyimpanan arsip dan dokumen nasabah, dan sewaktu-waktu
bila dibutuhkan, melakukan kegiatan pengiriman (kurir)

dokumen ke Kantor Cabang Pembantu atau Kantor lainnya.
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5. Produk-Produk KSPPS BTM BiMU
Koperasi syari’ah BTM merupakan lembaga keuangan yang
bebasiskan syari’ah yang prinsip usahanya berdasarkan sistem
syari’ah, maka produk-produk yang terdapat pada koperasi syari’ah
BTM harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
syari’at Islam yaitu salah satunya dengan adanya larangan praktek
Riba."
Adapun produk yang ada pada Koperasi Syari’ah Baitut Tamwil
Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

a. Produk Pembiayaan

1) Mudharabah

saha yang telah

biayaan ini Nasabah
dan asil atas pendapatan usaha
tersebut.Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain
perdagangan, industri perumahan, pertanian dan lain-lain berupa
modal kerja dan investasi.
2) Musyarakah
Pembiayaan khusus modal kerja, dimana dana dari Bank

merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan

dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

"®From SOP Lending KSPPS BTM BiMU (diakses pada tanggal 30 Mei 2018).
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3) Murabahah
Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. BTM Bandar
Lampung akan membelikan barang-barang halal apa saja yng
nasabah butuhkan kemudia menjualnya kepada nasabah untuk
diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan
investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll)
maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah,
dil).
4) ljarah
FaS|I|tas pembehan beruapa sewa barang atau jasa dengan

pembayaran secara angsuran FaS|I|tas pemblayaan ijarah dapat
lgunﬁkan untuk sewa tempat usaha sew_
naga keua blk épendldtkah d

Fasilitas ini termasuk dalam kategori pinjaman lunak, dimana

n, pembayaran

pinjaman diberikan harus dikembalikan sejumlah dana yang
diterima apa adanya tambahan. Oleh karenanya dana Qard adalah
dari penyisihan modal BTM. Meskipun dananya bersumber dari
BTM, tetapi BTM tidak menetapkan adanya tambahan dalam
pengembalian pinjaman Qard. Transaksi Qard ini adalah salah satu
bukti pembedaan antara koperasi konvensional dengan koperasi

syari’ah BTM.
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6) Hawalah
Hawalah adalah transaksi mengalihkan utang-piutang,
membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat
melanjutkan produksinya. BTM mendapat penggantian biaya yang

timbul atas jasa pemindahan piutang.

b. Produk Simpanan (funding)
1) Simpanan MudharabahBerjangka (SMB)
Mengubah cara investasi anda dengan sesuatu yang lebih
bermakna. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
setalah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Jangka waktu SMB yaltu )

( algs Bulan 4

‘xp} GBuIanb I A

)%Eﬁgulan

2) Siwadu Personal
Simpanan Wadi’ah Personal merupakan simpanan dengan
saldo awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi
jumlahnya serta bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dan
akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan

setiap bulan yang akan dikonferensikan dalam bentuk bingkisan.
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3) Siwadu Tarbiyah
Simpanan Wadi’ah Tarbiyah merupakan simpanan untuk
keperluan biaya Pendidikan (Tarbiyah) dengan saldo awal
Rp.10.000,-. Dan setoran selanjutnya tidak dibatasi yang bisa
diambil persemester dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan
saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan dikonferensikan
dalam bentuk bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya
bagi hasil akan dimasukkan kerekening ZIS.
4) Siwadu Fitri
Simpanan Siwadu Fitri merupakan simpanan berjangka 12

bulan untuk keperluan Harl Raya IduI Fitri, dengan saldo awal

[ _-|

“\dalamb" setiap, 1 i{:ltu tahun sek—li ' gogu (14 hari)
Ao h y
sebelum harl i i bagi hasil sesuai

0 akhir "ﬂ"—‘i dikonferensikan dalam bentuk

denga
bingkisan.
5) Siwadu Qurban
Simpanan Wadi’ah Qurban merupakan simpanan untuk
keperluan Ibadah Qurban dengan saldo awal minimal
Rp.10.000,-. Dan setoran selanjutnya tidak ditentukan yang bisa

diambil setiap 1(satu) tahun sekali atau dua minggu (14hari)

sebelum Hari Raya Idul Adha.
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5. Produk Jasa
Bill Payment atau Payment Point Online Bank (PPOB)
adalah loket jasa pembayaran tagihan online yang tersebardi
seluruh jaringan kantor BTM Lampung, sehingga memudahkan
anggota dalam membayar tagiha-tagihan rutin bulanan: Tagihan
PLN, Telkom, TV Kabel, BPJS, pembelian pulsa handphone

hingga pembelian tiket pesawat.”

B. Prosedur Pemberian Pembiayaan di KSPPS BTM BiMU
1. Prosedur Pemberian Pembiayaan
Prosedur Pemberian Pembiayaan di KSPPS BTM BiMU vyaitu :

a. Membu ka”éimpam’@n--quok d-an:_"_sim_paﬁap wajib.
b. Méﬁ@j@ﬁaplikas‘i? permohonan pefmbiayaangl |

sedia diminta hiﬁgag_BTM

Katan oleh petugas BTN

2. Syarat-syarat dan Kelengkapan Pengajuan Pemberian Pembiayaan

Syarat-syarat pengajuan pemberian pembiayaan di KSPPS BTM

BiMU yaitu :

a. Mengisi aplikasi permohonan

b. Foto copy KTP pemohon suami istri
c. Keterangan Domisili

d. Kartu keluarga

e. Foto copy buku nikah

f. Slip gaji asli

g. Surat pernyataan potong gaji

"From SOP Lending KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung



h. Foto copy rekening listrik
i. Foto copy buku tabungan
j. SIUP, TDP, NPWP dan keterngan usaha.
Dalam mengajukan kelengkapan pengajuan

63

permohonan

pembiayaan yang diajukan ke BTM Bandar Lampung harus dilengkapi

dengan:
Untuk perseorangan syaratnya yaitu:

Aplikasi Permohonan

o o

KTP yang berlaku
Surat Nikah untuk yang sudah berkeluarga
NPWP

Laporan Keuangan dalam tiga tahun terakhir

o o

Slip gaji asll ]
Sura&gernyataan potong gap el

o o o

o o

. KTP yang berlaku P&
AD / ART Badan Hukum

. NPWP

SIUP untuk Badan Usaha

Laporan Keuangan dalam tiga tahun terakhir

- ® o O

3.Penilaian dan Survei Pembiayaan

Pembiayaan diberikan berdasar hasil penilaian kelayakan atas

usaha calon anggota, performance, kapasitas, dan jaminan sebagai

beriku:
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Tabel 1
Tabel Penilaian Pembiayaan

Aspek Obyekyg Dianalisa Sumber

lama usaha
reputasi usaha

Gambaran umum
sesuai format

Character administrasi usaha aplikasi/ isian
(40%) tempat tinggal Informasi  dari
tempat usaha pihak ketiga
usia
Laba bersih/kewajiban Kinerja rasio
Laba usaha / omset Keuangan
Modal sendiri Cash flow
Capacity/ Perputaran piutang SIUP,  NPWP,
Kapasitas Perputaran persediaan TDP, TDR,
(40%) AD/RT
Latarbelakang
Pendidikan
A7 gmll= Info pihak ketiga

Collateral/
Jaminan
(20%)

nilai  taksasi jamlnarrr

ﬂ] Irhﬂemblayaan

kondisi jaminan (fisik &
aspek hukum)
kemudahan pengikatan

Harga  pasaran
yang sama /
sejenis

Info lingkungan
Info pihak
berwenang

Adapun survei pembiayaan KSPPS BTM BiMU yaitu :

a. Pemeriksaan usaha pada saat survei untuk:

1) Memverifikasi/mencocokkan data nama, alamat, usaha.

2) Memverifikasi kemampuan financial anggota (aspek ekonomi)

sebagaimana diinformasikan pada aplikasi pembiayaan.

3) Menilai kewajaran perhitungan pendapatan dan biaya dalam.
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b. Pemeriksaan atas jaminan dengan Pemeriksaan / on the spot meliputi:
1) Keaslian dan keabsahan dokumen kepemilikan (sertifikat tanah,
BPKB dan faktur, STNK, dll).
2) Keaslian nomor rangka dan nomor mesin.
3) Kondisi fisik pada saat ini.

4) Penilaian jaminan asset dan untuk menghitung nilailikuidasinya.®

4. Agunan dan Penjaminan Pembiayaan

a. Pembiayaan harus dijamin dengan agunan yang cukup berupa barang
bergerak (fiducia) dan atau barang tak bergerak
b. Pemblayaan yang Jammannya tldak cukup dapat dilakukan

(diatas meterai yang

penjamman oleh plhak ketlga/ rekomenﬁasf

‘{y\aan diberlakukar ap pembiayaan yang

disetujui. :r hia

yang rawan kebakaran dan bencana alam harus dilindungi dengan

sektor usaha produktif utamanya

asuransi kerugian

d. Asuransi jiwa diberlakukan kepada anggota yang memiliki usaha
beresiko tinggi

e. Dalam penilaian nilai likuidasi agunan dilakukan dengan perhitungan
bobot prosentase terhadap nilai wajar agunan yang diatur pada

tabulasi berikut:

®Form SOP KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung



Tabel 2
Tabel Nilai Likuidasi Agunan
JENIS AGUNAN E}OBOT
(o]
Cash Collateral
e Tabungan 90
e Deposito/ IMB 90
Logam Mulia Berdasarkan Bentuknya (khusus
Emas)
e Batangan 80
e Lantakan 70
e Perhiasan Emas 60
Piutang Usaha Berdasarkan Pihak yang
Terutang
e Pemerintah 70
e BUMN, BUMD, Pemda dsh 50
e PMA dan PMDN 20
Tanah
Berdasarkan Kepemilikan
e Milik Sendiri 70
e Milik Keluarga Sedarah 60
e Milik orang lain/ Pihak Ketiga 50
. Berdasarkan Peruntukan
e Perkantoran 70
e Pemukiman 60
e Kawasan Industri, Pariwisata dsb. 40
e Perkebunan/ Persawahan 30
Bangunan
Berdasarkan Kepemilikan
e Milik Nasabah 70
e Milik Pengurus 60
e Milik Pihak Ketiga 50
. Berdasarkan Jenis Bangunan
e Rumah/ Gedung/ Pertokoan/ Perkantoran 70
e Rumah Tinggal 60
e Pabrik/ Bengkel 50
e Tempat Usaha Lain (Lapak/ Hamparan) 30
Berdasarkan Umur Bangunan
e < 1tahun 70
e 15s/d5tahun 50
e 55/d 10 tahun 40
e 10s/d 15 tahun 30
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barang/jaminan:
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JENIS AGUNAN E’/OBOT
0
e > 15tahun 20
Kendaraan
Berdasarkan Jenis Kendaraan
e Sedan/Jeep/Mini Bus 80
e Niaga-Bis 50
e Niaga-Truck 40
e Kendaraan Berat (Dump Truck, Tronton, Tractor, 30
Bulldozer, Excavator, Diesel Hammer, Hydraulic
Vibratorhammer, dsb)
. Berdasarkan Usia Kendaraan Saat Awal
Pembiayaan
e Baru 80
e Bekass/d 1 Tahun 70
e Bekas1s/d 3 Tahun 60
e Bekas 3 s/d 5 Tahun 50
e Bekas>5 Tahun _ 30
Berdasarkan Kegunaan
e Pribadi Ao | . 24 _ 80
e Se (e R 60
R gk‘utan O ; 50
. Berat (UntMembang;jnan, 30
Angku Kaywu,Dsb) _~
Elektronik 30
Meubeler 40
Avalist 20
f. Dalam hal barang agunan (masih) atas nama orang lain, maka pemilik

1) Harus memberikan Surat Kuasa kepada calon anggota untuk

menggunakan hak miliknya (di atas meterai yang cukup menurut

ketentuan yang berlaku)

2) Harus menanggung risiko apabila pembiayaan tersebut mengalami

kemacetan
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5. Keputusan Pembiayaan dan Pengikatan

a. Pengikatan atas barang jaminan disesuaikan dengan besarnya plafon
pembiayaan dan diikat secara internal / notariat

b. Prosesi akad harus dihadiri oleh nasabah secara langsung dan tidak
dapat diwakilkan.

c. Pengikatan akad harus dihadiri:
1) Suami/ isteri, jika pemohon adalah Isteri/ Suami atau;
2) Orang tua/ Wali, jika pemohon masih bujang/ belum menikah atau;
3) Anak/ ahli waris, jika pemohon janda/ duda
4) Penjamln/ rekomendator jlka ada

d. Penglkatan pemblayaan dengan n|Ia| d| atas Rp 50.000.000 (lima
[\ |

uluh juta) harus illakukan ecara notarlaL
S 2N oy, w‘{ /
en Ar@aan glattlr se

T

dengan ketentuan

1) Pembiayaan hinggagebesar Rp 3000.000 menjadi kewenangan
komite AO dan Supervisor

2) Pembiayaan diatas Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000
menjadikewenangan Komite AO, Supervisor dan Kadiv
marketting/ Kacapem

3) Pembiayaan diatas Rp 5.000.000 sampai dengan Rp
10.000.000 menjadi kewenangan Komite AO, Supervisor

Kepala Divisi Marketing/ Kacapem dan Manager Cabang



4)

5)

6)

plan m|n|mal persetu;uan 3 orang Pengupus)

. '_dan Penga asan A gota Pem Y_j_'
ot A dalah e
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Pembiayaan diatas Rp 10.000.000 sampai dengan Rp
30.000.000 diputuskan dalam komite (AO, Supervisor Kadiv
Marketing/ Kacapem , Manager Cabang, dan Manager Area)
Pembiayaan diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp
50.000.000 diputuskan dalam komite (AO, Supervisor Kadiv
Marketing/ Kacapem , Manager Cabang, Manager Area dan
Direktur Utama)

Pembiayaan diatas Rp 50.000.000 sampai dengan BMPK
diputuskan dalam komite (AO, Supervisor, Kepala Divisi

Marketlng/ Kacapem Manager Cabang, Manager Area, Dirut

masalah potensi

b. Merupakan layanan kepada anggota dalam bentuk konsultansi usaha

Ada 2 model pengawasan terhadap anggota peminjam

a. Kunjungan langsung ke anggota

1)

2)

Untuk mengetahui, mengecek secara fisik kondisi dan keadaan
usaha anggota.
Untuk mengecek sampai seberapa jauh kondisi barang yang

dijaminkan
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3) Untuk membantu/memberikan saran yang diperlukan dalam
rangka pengembangan usaha anggota®
b. Melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan cara:

1) Mengikuti perkembangan usaha anggota melalui laporan -
laporan yang disampaikan anggota.
2) Mencari informasi dari sumber lain tentang segala sesuatu yang
menyangkut anggota tertentu sebagai penyeimbang informasi
3) Melakukan review terhadap file-file pembiayaan anggota secara
periodik.
Dalam pemberian pembiayaan ‘terdapat alur proses dalam pembiayaan KSPPS

BTM BiMU diantararfiya yaift:*2,

4

Jelaskan prosedur pembiasrzan

L
- Isi aplikasi pembiasyasn
- Lenglapd persyaratan —

Tidak

- Jelaskan perlu proses
- Catat permohonsn pembisyvasn ke
buku kendali pembiasrzan

i

Sershlan berkas pengausn
pembiayasn ke AO

||
( Selesai D

Gambar 2
Alur Proses Prosedur Permohonan Pembiayaan

#pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, Bandar
Lampung, 14 April 2018
%Form SOP Lending KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung
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Gambar 2 menjelaskan tentang alur proses prosedur permohonan pembiayaan yaitu:

1.

Menjelaskan kepada calon anggota mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan

yang harus dipenuhi mengenai pembiayaan ini dilakukan oleh CS dan Teller.

. Anggota atau nasabah mengisi aplikasi pembiayaan di Form Aplikasi Pembiayaan

dan menandatanganinya dan melengkapi persyaratan pembiayaan yang sudah

ditentukan.

. Memeriksa surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya.

Meminta melengkapi persyaratan dokumen jika belum lengkap

. Memberitahu calon anggota untuk menunggu informasi lebih lanjut

. Mencatat permohonan pembiayaan ke dalam buku kendali permohonan pembiayaan

Jika semua sudah Iengkap maka serahkan berkas pengajuan pEmblayaan kepada AO

| .
(account off“tuk dlproses Iei? arH y B ’

MAulai }
L

Disposisi fils pembiaryaen untilk
diproses olseh Account Officer

¥
- Buat jadwzl suwrvey angmota
- Laknkan Warancora dengan
pihak-pihak terkait
= Lzlkmik=n inwvestigasi

L 3
- Lzlmikan pengkajian dam penilaian
jarminem
- Susun Laporan Anzliza
Pembizryasn dan Pendlzizn Jamimean

Susun hemo Eomits Pembdzrnrzen
C_ Selesad >‘
Gambar 3

Alur proses prosedur pemeriksaan (survey on the spot)
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Gambar 3 menjelaskan tentang alur proses prosedur pemeriksaan (survey on the

spot) yaitu:

1. Mendisposisi file pembiayaan untuk diproses oleh Account Officer.

2. Membuat jadwal survey anggota KSPPS BTM BiMU.

3. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pembiayaan.

4. Melakukan investigasi dan pengumpulan data-data.

5. Melakukan pengkajian dan penilaian jaminan.

6. Menyusun laporan analisa pembiayaan dan penilaian jaminan berdasarkan
data dan pengamatan (observasi).

7. Menyusun memo komite pembiayaan.

[ 1
| \

\

4 : . o j n J—

Ajgukan Hasil Ansalisa
Pembiayvaankepada Fomits
Pembiaryaan

| Wawancara pemohon

Setuju l
Catat pada bukn Beritzhukan penclakan
realisasi pembiayazn pembiayaan
C Selesai )
Gambar 4

Alur Proses Prosedur Persetujuan Pembiayaan
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Gambar 4 menjelaskan alur proses prosedur persetujuan pembiayaan yaitu:

1. Mengajukan hasil analisa pembiayaan kepada Komite Pembiayaan untuk
dibahas lalu memerikas hasil analisa pembiayaan.

2. Apabila komite membutuhkan pendalaman analisis, maka dapat memanggil
anggota pemohon pembiayaan untuk diwawancarai.

3. Memberikan persetujuan jika disetujui dan memberika penolakan jika ditolak

4. Jika disetujui, maka berkas komite pembiayaan disampaikan kepada surat
administrasi pembiayaan.

5. Pencatatan hasil komite pembiayaan pada buku realisasi pembiayaan.

6. Jika ditolak, beritahukan penolakan kepada anggota pemohon.

v

BT

¥
Iz1 dam lengkapi kolom lembar disposisi

!

- Susun Perjanjian Pembizyzan dan
Pengikatzn Jaminzm

= Buszt berkas Jadwsal Angsuren (satu lembaer
untuk arsip BETRI)

¥
Siapkan jadwsal pelakseaneen akad dan
memberitzhukan anpggota

¥

{ Seleszi |

Gambar 5
Alur Proses Administrasi Pembiayaan
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Gambar 5 menjelaskan alur proses administrasi pembiayaan yaitu:

1. Mengisi dan melengkapi kolom lembar disposisi yang terdiri dari No.ID
Anggota, No.Pembiayaan, tanggal akad, tanggal jatuh tempo, jumlah
pembiayaan, besar angsuran, cara angsuran, jaminan.

2. Membuat janjian pembiayaan dan pengikatan jaminan.

3. Membuat berkas jadwal angsuran (1 lembar untuk arsip BTM).

4. Menyiapkan tanda terima jaminan.

5. Menyiapkan waktu pelaksanaan akad dan memberitahukan jadwalnya kepada

anggota.

Jelaskan proses realisasi pembdianrzan dam
hak dam kewapban =anggota prembizryzan

+

- FPenandatanpganan akad

l

Serahkan dolkumen berkaitan demngan
pencairan keprads A0

k.3
Buat rekenim g prembiayasn barn pada
aplilc=si sistemm

|

Euat Dafisr Nominatif Pencairam
Pembiaarvasn

|

[ o=t )

Gambar 6
Alur Proses Pencairan Pembiayaan
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Gambar 6 menjelaskan tentang alur proses pencairan pembiayaan yaitu:

1. Memberitahukan kepada anggota tentang waktu dan jumlah realisasinya dan
dijelaskan kepada pemohon tentang hak dan kewajiban.

2. Menandatangani akad pembiayaan oleh Kacab atau Ketua Pengurus dan
anggota beserta saksi lalu serah terima jaminan dam pengikatannya.

3. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan pencairan kepada AO.

4. Melakukan penginputam data pada sistem aplikasi dan membuat rekening
pembiayaan baru pada sistem aplikasi.

5. Mengajukan daftar nominative pencairan pembiayaan.

6. Memeriksa daftar nomatif pencairan p__embiay\aan memo, mengecek posisi

dana dan pegsetujuan péhcairan pada daftariominativeidan slip pencairan.

1.}

L ) 4 o

FPeriksa jaminan telah disyrvei dan
ditak=sa=s

2

- Termna Jammeamn dari angpota

- EBerikan lembor tandz terima

!

Catainya jaminan pada bukn
registrasi'pen garsipean jamimsasn

¥

Smmpean Tanda Teroma Jaminam copy
dengan surat jzminen ke dalzon

Selezan

Gambar 7
Alur Proses Pengikatan Jaminan Pembiayaan
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Gambar 7 menjelaskan alur proses pengikatan jaminan pembiayaan yaitu:

1. Memastikan jaminan yang telah diperiksa dan disetujui pihak yang
berwenang (Manajer Marketing/ General Manager/ Manajer Pasar)
dengan membawa bukti tanda tangan yang tertera dalam berita acara
komite pembiayaan.

2. Menerima jaminan lalu memberikan lembaran tanda terima jaminan asli
kepada mitra dan salinan diarsip.

3. Mencatat jaminan pada buku registrasi/ pengarsipan jaminan.

4. Menyimpan tanda terlma jamman dan dlfotocopy dengan surat jaminan

kedalam, berkas jamlnan |n| dllakukan oleh baglan \Administrasi Legal.
» /] |

w\ 114 /7

| Feriksa kelen ghkagpran admmistrasi |

- Iiasukkan nomor 1D miatra
- Feriksa pada bubna daftar check list
I pren gadrsipran akboad

Selesan

Gambar 8
Alur Proses Berkas Pembiayaan
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Gambar 8 menjelaskan alur proses berkas pembiayaan yaitu:

1. Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan.

2. Memasukkan nomor ID mitra lalu melakukan pengecekan pada buku daftar
check list ID untuk pengarsipan akad.

3. Mengarsipakan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai
dengan nomor ID dan selanjutnya disimpan dalam box file/ lemari berangkas

yang telah disediakan.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan di KSPPS BTM
BiMU dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pemberdayaan Ekonoml Masyarakat

"dayaan ekono aiaraFE meIaIUI p mbi ang dilakukan
B‘IMU Ban&a dalah suatu b pinjaman modal
kepada masyarak@ nbutu

produksi usahanya.

digunakan untuk kegiatan

Pemberdayaan dibidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan
pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan
ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
secara mandiri.

Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan adalah

peminjaman modal untuk pengembangan usahanya terhadap msayarakat kecil
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dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri.®®
2. Sasaran Pemberdayaan
Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai atau diberdayakan oleh KSPPS
BTM BiMU Bandar Lampung adalah :
a. Investasi dan modal kerja untuk dana usaha yang banyak dibiayai secara
ekonomis
b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan
usaha mikro produktif lainnya

C. Pemblayaan |nvesta3| atau konsumtlf bagi golongan berpenghasilan tetap

baik daki pegawal PNS dan pegawal swasta Py

l

h yang secar in ‘yak d|b| :
s ATUR&SI Pem‘k -

Prioritas Alokasi Pembiayaan

Jenis Pembiayaan Alokasi Jangka Waktu
Modal Kerja 50% 1-12 Bulan
Investasi 25% 1-24 Bulan
Konsumtif 25% 1-36 Bulan

Sumber : Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung
Pembiayaan UKM vyang disalurkan oleh KSPPS BTM BiMU

Bandar Lampung secara garis besar terdiri dari UKM dan non-UKM.

8pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, Bandar
Lampung, 14 April 2018.
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Khusus pembiayaan UKM dilakukan dengan akad murabahah yang

merupakan produk unggulan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.3*

3. Bentuk Pemberdayaan
Bentuk pemberdayaan yang dilakukan olen KSPPS BTM BiMU melalui
pembiayaan yaitu adanya sistem pembiayaan pada KSPPS BTM BiMU,
dimana sistem pembiayaan merupakan bagian-bagian dan sub bagian yang
bekerja secara terkait dan terpadu dalam proses pemberian pembiayaan
kepada UKM atau nasabah. Pembiayaan yang diberikan seperti mudharabah,
musyarakah, murabahah yang diberikan seperti kepada para pedagang yang

membutuhkan pemblayaandan dalam hal pemberdayaan di KSPPS BTM

BiMU juga adanya macam- maéam 5|mpanan yang ltelah dibahas diatas

atau tabungan

yang bisa atal- gLambll kapanpup-sés n keperluan nasabah.
Aq-““\ N (E\
Dan itu termasukm an konsumtif.®

4. Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat
secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan
pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk

menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap

8pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, 14 April
2018

#pak Miftahudin, Manajer Area Lampung KSPPS BTM BiMU, Wawancara, Bandar
Lampung, 14 April 2018.
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empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses

terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan

yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan

memberikan kesempatan kepada salah satu kelompok pembiayaan untuk

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka

tentukan.

Disamping

itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk

mengelola dananya sendiri, inilah yang membedakan antara partisipasi

masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

) Tabel 4
Dampak.Pembiayaan KSPPS\BTM./BiMU Terhadap Upaya

' Pemberdayaan,Ekonomi'(Wilayah Sukarame)

Sektor Frekuensi | Keuntungan  Rata-rata/ | Perkembangan Keuntungan
Usaha \ URR piah Pertahun |
'Meseudah, Presentase
W, | Mendapat endapat” (%)
T"Pembiayaan | Pembia
Jasa 4 ~86. 60.000¢ | 9644 10.285.714 11,94
Perdagangan 17 w7 2. . 15.840.000 20,69
Industri 7 73.496.470 | 74.202.352 705.882 0,96
Pengolahan
Makanan &
Minuman
Industri 2 107.400.000 | 107.400.000 - -
Kerajinan
Total 30 79.121.666 | 84.033.666 4.912.000 6,21

Sumber: KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung

Pembiayaan Syariah yang diberikan oleh KSPPS BTM BiMU

memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dimana hal ini

menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan di BiMU memberikan

dampak terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dari data table

diatas sektor perdagangan mengalami perkembangan usaha paling besar.
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Lokasi usaha responden UMKM perdagangan (pasar) yang strategis menjadi
penyebab utama perkembangan usaha meningkat.Hal ini disebabkan omset
sektor perdagangan yang bersifat harian (tiap hari) sehingga perputaran
uangnya lebih cepat dibandingkan sektor lainnya.Sektor industry kerajinan
tidak mengalami perkembangan usaha.Hal ini berkaitan dengan penggunaan
pembiayaan Syariah yang digunakan bukan untuk modal kerja, melainkan
untuk investasi membeli tanah.
Tabel 5

Jumlah Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung (Wilayah Sukarame)
Tahun 2013-2015

Tahun Jumlah Pembiayaan
2012 4 P ' 9.015.180.676
2013 [ n . 4 10.590:656.890 ,
2004w | 7 11.381.439.7007

14.046.299.200/

erta gungjawaban Pengu engawas BTM BiMU

" Mmbiayaan dari tahun ketahun

yang terus meningkat. Terbukti pada tahun 2012 pembiayaan yang disalurkan

Dari tabel di atas

sebesar 9.015.180.676, pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang tidak
terlalu berpengaruh, hanya sebesar 10.590.656.890, pada tahun 2014 dan
2015 mengalami kenaikan sebesar 11.381.439.700 dan 14.046.299.200 sama
halnya dengan tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2016mengalami kenaikan
yang berpengaruh sebesar 23.122.880.700. ini menunjukkan bahwa

pembiayaan yang disalurkan berupaya dalam pemberdayaan masyarakat.
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Daftar Informan yaitu Nasabah yang melakukan Pembiayaan di KSPPS BTM
BiMU (Wilayah Pasar Tempel Sukarame)

No Nama Jenis Sektor Keuntungan | Keuntungan | Presentase
Kelamin Usaha sebelum sesudah
mendapatkan | mendapatkan
pembiayaan | pembiayaan
1. | IbuSumi | Perempuan | Pedagang 2.500.000 3.000.000 20%
sayur
2. | Ibu Lisa Perempuan Kios 4.000.000 5.000.000 25%
pedagang
sayur
3. | Bapak Laki-laki Pedagang 3.500.000 4.200.000 20%
Arman eceran
(retail)
4. | Bapak Laki-laki Pedagang 6.000.000 7.000.000 16,6%
Ihsan Grosir
5. | Ibu Ami Perempuan | Pedagang 2.500.000 3.000.000 20%
Ah, SQp. Bugh®m | 0
6. _Perempuan | “Pedagang’ | 2.000.000 2.500.000 25%
EX lkan | | A0
7. )| Perempu dagang | /5. ) 6.500.000 30%
8. “Perempuan | Pedagang | 2. 2.500.000 25%
— Buahes. |
9. q\l’gd{ \ 500.000 3.000.000 20%
2 £
(retail)
10. | Ibu Daria | Perempuan | Pedagang 3.000.000 3.500.000 16,6%
Grosir
Makanan

Sumber: Wawancara Nasabah KSPPS BTM BiMU

KSPPS BTM BiMU salah satunya ialah ibu Hanimah yang berprofesi sebagai

Data diatas merupakan data nasabah yang menggunakan pembiayaan di

pedagang grosir yang bisa dilihat dari beberapa orang diatas ibu Hanimah lah

yang mengalami kenaikan paling drastis setelah melakukan pembiayaan

dimana kenaikan presentase keuntungan mencapai 30%. Hal terjadi karena

sebelum dilakukan pembiayaan jumlah dagangan tidak begitu beraneka
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ragam namun setelah melakukan pembiayaan adanya suntikan modal dan
juga pendampingan perkembangan usaha maka usaha yang dijalankan
semakin meningkatkan dan beraneka ragam itu semua menyebabkan para
langganan ibu Hanimah lebih banyak membeli semua kebutuhan jadi satu di
toko ibu Hanimah tanpa harus ketoko lain yang menjual kebutuhan yang
diperlukan.?® Selain itu dilihat dari data diatas juga bahwa perkembangan
keuntungan sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan sangatlah terlihat
bahwa mereka mengalami kenaikan walau tidak begitu banyak namun
nasabah lebih berkembang dalam menjalankan usahanya ini terlihat dari
perbulan penghasilan keuntungan yan mereka dapatkan

Dampak yang terjadl darl pemblayaan guna pemberdayaan ekonomi
| I

d| KSPPS BT i awa dampak y
5 dan tabel |n |t o] mbi di KSPPS BTM
‘n mflfa@blayaan pun meningkat, ini

juga dapat dari dilihat dari wawancara yang penulis lakukan kepada pedagang

sitif ini terlihat

BiMU masyarakat

di pasar tempel, misalnya ada yang tadinya langganan rentenir lalu pindah
melakukan pembiayaan di KSPPS BTM BiMU karena agar terhindar dari riba
yang sangat dilarang dalam oleh agama, lalu hampir ada yg sudah 50x
melakukan pembiayaan di KSPPS BTM BiMU karena nasabah tersebut
sangat merasakan manfaat yang besar dari pembiayaan di KSPPS BTM

BiMU, dan juga ada yang dari bank pindah kesini.

®|pu Hanimah, Nasabah Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Pedagang Grosir Pasar
Tempel, Wawancara, Bandar Lampung, 21 April 2018.



BAB IV

ANALISIS DATA

Prosedur Pemberian Pembiayaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung

Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah yang
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejateraan masyarakat. KSPPS
BTM BiMU mengutamakan pelayanan terhadapnasabah melalui asas koperasi
yaitu kekeluargaan, keramahan, keberkahan, dan juga tetap mengutamakan
konsep utama koperasi Syariah yaitu menggunakan akad Syirkah
Mufawadhohdimana KSPPS BT-M BiMU juga mu-'hcul sebagai koperasi syariah

dengan prinsip perbankan Islam yaknlfadanya Iaranganr rlba ﬂalam setiap transaksi

K‘\g\i _ gl - s<| % o $£3F_ _ o 3 %o ra
»@}gﬁ\ SRR IAIONS [Pk

Y4 Lan) &K S Al ) 20

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu
sendiri, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu ™.

Salah satu aktivitas yang terjadi didalam koperasi Syariah adalah

pembiayaan. Pembiayaan berarti memberikan bantuan dana kepada mereka yang
membutuhkan (usahawan/bisnisman) untuk kemajuan usahanya. Dalam

pelaksanaannya, pembiayaan pastilah diatur dalam norma dan hukum tertentu

agar jalannya dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak terjadi

84



85

kekacauan. Maka dari itu, Undang-Undang pun turut mengatur serta menjadi
dasar adanya aktivitas pembiayaan. Allah SWT juga telah mengatur pembiayaan

ini di dalam Al-Qur’an terdapat dapat surat Al-Shaad ayat 24 yang berbunyi:

V) s Lo gelany sl SUIATT fa 18 Bl Falan L) liasd J15k clalls 3 s
BSI, DA A5 SRR A W 45 Ay B G Oy AU ey Tiiale cl
\E |

Artinya :

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta
kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.dan Sesungguhnya
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat
zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saléh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud
mengetahui  bahwa Kami mengupnya Maka ia meminta ampun kepada

Tuhannya lalu menyungkur Sujud dan bertatibat. . .I

Eil« atas berlsbbla“nlscayaanf dalam sebuah

perserikatan kec’grangan yang _men alah satu pihaknya

“-*-‘\‘\
dirugikan.Ini merum C

meminimalisir kecurangan yang ada,perlu adanya rasa saling percaya,

Oleh karena itu, untuk

memegang komitmen, serta bertanggung jawab atas telah apa yang dilakukan
dalam hal pembiayaan, sehingga jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya,
tidak sampai terjerat hukum.

Dalam sebuah kegiatan seperti halnya pembiayaan pastilah ada proses
atau prosedur dan etika yang mengikat yang dimaksudkan untuk menjamin
kelancaran dan kegiatan tersebut. Prosedur sendiri adalah suatu rangkaian tugas
yang saling berkaitan satu sama lainnya yang tersusun secara teratur berisi

tentang tata cara untuk menjalankan suatu pekerjaan.
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Dalam proses pembiayaan, beberapa prosedur yang harus dijalani meliputi
persiapan analisis dan tahap pengambilan keputusan pembiayaan yang telah
dijelaskan didalam bab Il secara rinci. Prosedur ini tersusun secara sistematis
guna mengurangi resiko yang mungkin terjadi.

Prosedur yang dilakukan untuk mengajukan keanggotaan untuk menjadi
anggota KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung yaitu harus membayar simpanan
pokok sebesar Rp.40.000,- dan membayar simpanan wajib setiap bulan minimal
Rp.10.000,- setelah itu apabila sudah mengisi aplikasi keanggotaan dan
membayar simpanan wajib dan simpanan pokok berarti dia berhak mempunyai 2
kesempatan, yaitu bersedla melakukan pemblayaan ataupun simpanan, apabila
dia pembiayaan nasabah harus mengajukan apllka3| pemblayaan dan apabila

||mpanan yaltu sabah b menabung 4 D' al pembiayaan
yaitu me an apilka3| ;A gan syarat S yg diajukan dan
fotocopy jaminan, fowgak Wua untuk bahan analisis, dan

bagi pengusaha di survey oleh marketing dimana tempat usaha dan usaha apa

yang dijalankan setelah itu dianalisis, tugas menganalisis yaitu komite
pembiayaan untuk menganalisis layak atau tidak nasabah diberikan pembiayaan,
setelah itu lalu diakadkan dengan bagian legal, lalu akad keputusan di input di
sistem dan terakhir dana masuk di simpanan.
Pemberian pembiayaan kepada anggota KSPPS BTM BiMU secara umum
terjadi ketika calon anggota telah memenuhi segala persyaratan pembiayaan yang
telah dibuat oleh KSPPS BTM BiMU dan harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya.
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Persyaratan tersebut diajukan untuk mengetahui kondisi dari calon anggota
apakah dalam kondisi keuangan yang baik atau tidak. Apabila segala kriteria telah
dipenuhi, maka persetujuan akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan
perjanjian pelaksanaan pembiayaan antara pihak KSPPS BTM BiMU dengan
calon anggota nasabah KSPPS BTM BiMU. Namun sebelum dilakukan proses
pemberian pembiayaan terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam
menentukan kelayakan dalam pembiayaan. Selain aspek-aspek adapula metode
yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU dalam upaya menyelamatkan
pembiayaan agar tidak macet dengan berbagai cara tergantung dari kondisi
masalah atau penyebab pembiayaan tersebut___macet._pleh karena itu, KSPPS BTM

BiMU sebelum f_..-mg_mberikaih' _pémbi-ayaan' 'jug'a-"memh"erh_@j;i-lgan unsur sebagimana
|: = I' e v P = | _F' = I|

- '-:_._..‘Obi:‘?_ﬁt lembaga euaiganalainnyal Seﬁe”'
secara rinci ab‘:'?'?fy@..i_w ke K€ pékﬂ'@'" |

<

jasa. Q\\\\/\/ ?

Dalam hal prosedur pemberian pembiayaan KSPPS BTM BiMU juga

lah dijelaskan

aktu,resiko, balas

melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan ini dilakukan untuk
meyakinkan KSPPS BTM BiMU bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya,
maka sebelum pembiayaan dilakukan maka terlebih dahulu mengadakan analisis
pembiayaan yang terdiri dari:

1. Jenis usaha. Setiap kebutuhan pembiayaan jenis usaha yang dilakukan

berbeda-beda



2.

3.

4.
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Skala usaha. Besarnya kebutuhan pembiayaan sangat tergantung pada skala
usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, maka
kebutuhan pembiayaan akan semakin besar pula.

Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan

Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai.

. Dalam hal pemberian pembiayaan, pihak KSPPS BTM BiMU harus

mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembiayaan kembali,
yaitu sumber pendapatan usaha yang akan dibiayai. Dimana Tujuan analisis
ini adalah bahwa pemberian-pembiayaan yang diberikan benar-benar aman
dalam arti uang yang disalurkan oleh KSPPS BTM BiMU pasti kembali.

Pemberlan pemblayaan tanpa dlanaI|S|s terleblh dahulu akan sangat

"._aKan KSPPS Bi Dalam hal |n|
muda mbérlka,n datk g bg iy ebut tidak layak
diberikan. Aklbafw%(z@ms, maka pembiayaan yang

disalurkan akan sangat sulit untuk ditagih atau mengalami pembiayaan

macet. Maka dari itu dalam hal analisis pemberian pembiayaan kepada
nasabah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak KSPPS BTM
BiMU. Dan faktor ini juga yang menjadi pertimbangan KSPPS BTM BiMU
dalam menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan dan sesuai dengan
prinsip pembiayaan yang telah dijelaskan di bab 2 dalam landasan teori dan
didalam bab 3 termasuk dalam penilaian pemberian pembiayaan di KSPPS
BTM BiMU dimana prinsip tersebut yaitu character, capacity, capital,

collateral, dan condition.
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Penjelasan tentang beberapa aspek-aspek tersebut sangat diperlukan untuk
mengetahui apakah usaha yang didirikan pemohon pembiayaan (calon debitur) itu
layak untuk diberi bantuan pembiayaan atau tidak, dengan perkataan lain apakah
permohonan pembiayaan tersebut fleksiable dalam arti, andaikata pembiayaan
diberikan, maka usahanya akan berkembang baik dan mampu mengembalikan
pembiayaan, baik pokok maupun bagi hasil dalam jangka waktu yang wajar, atau
sebalikya.

Dan bagi pemohon pembiayaan yang relatif besar baik pembiayaan modal
kerja maupun pembiayaan investasi, maka lazim sekali studi kelayakan atau
analisis pembiayaannya dikerjakan oleh konsultan ahIi yang khusus mengerjakan

hal tersebut, sedangkan untuk pemblayaan yang relatlf ‘kegil biasanya dikerjakan
| / ,I _

"tugas KSPPS i M BKsendm yang
g ;../

accoum; offlc

Dalam melaksarmwa!;\fga /@k konsultan luar, maupun
&\/

analisis pembiayaan tentunya memerlukan data dan informasi-informasi yang

isebut analisis

akurat dan mendalam dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara atau teknik
antara lain dengan wawancara atau kunjungan langsung ketempat usaha (on the
spot inspection), menganalisis laporan-laporan usahanya (antara lain Neraca dan
Laporan L/R), informasi-informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan
usaha calon nasabah debitur.

Dalam pemberian pembiayaan juga ada 7 alur proses yang harus
dilaksanakan di KSPPS BTM BiMU seperti yang telah dijelaskan di bab 3 yaitu:

1. Alur proses prosedur permohonan pembiayaan
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2. Alur proses prosedur pemeriksaan
3. Alur proses prosedur pengajuan
4. Alur proses administrasi pembiayaan
5. Alur proses pencairan pembiayaan
6. Alur proses pengikatan jaminan
7. Alur proses pencairan pembiayaan

Alur diatas disajikan dalam penyajian data yang berbentuk gambar yang
telah dijelaskan dibab Il sehingga diharapkan para nasabah dan calon nasabah
lebih mudah memahaminya. Setelah semua proses telah dijalani dari tahap awal
atau dari awal permohonan sampai tahap p__encairqn maka selanjutnya ada tahap

survei dan agunan atau'_ be‘nja_miha'n." Karena dala-m proses pemberian
| |“ b y

I "unan dan penja maiu sangatlah p tl_n"
suatu pem ar{'“iiféﬁpertl telah bab ||

Setelah survei siw\l:a _w KSPPS BTM BiMU, lalu
A &;{/

menjelaskan bagaimana hasilnya ketika rapat komite.Dan apabila dinyatakan

terlaksananya

layak, maka pihak KSPPS BTM BiMU menelpon nasabah untuk melakukan
akad dihari yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS BTM BiMU. Didalam
pertemuan tersebut komite KSPPS BTM BiMU dan nasabah melakukan
negosiasi dimulai dari total pinjaman nasabah yang terkadang tidak dapat
diberikan olen KSPPS BTM BiMU secara utuh sesuai pengajuan, negosisasi
margin yang biasanya diajukan nasabah untuk meminta margin yang lebih kecil

dari penawaran KSPPS BTM BiMU, serta pembahasan mengenai lamanya
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angsuran yang disanggupi nasabah dan tidak merugikan pihak KSPPS BTM
BiMU.

Apabila titik kesepakatan telah dicapai oleh KSPPS BTM BiMU dan
nasabah, maka KSPPS BTM BiMU memberikan berkas berupa surat atas
jaminan yang harus diisi oleh nasabah saat itu dengan materai sebagai penguat
berkas setelah itu nasabah menyerahkan jaminan asli yang dimiliki untuk
pembiayaan yang digunakan. Dan pada hari itu juga uang diberikan kepada
nasabah untuk yang melakukan pembiayaan.

Ketika semua urusan telah selesai dilaksanakan, pihak KSPPS BTM BiMU
memberikan buku tabungan angsuran yang harus dibayar nasabah sesuai

kesepakatan diawal. setelah angsuran mulal dlpenuhl oleh nasabah, tugas KSPPS
| I

Ianjutnya adal melak an pengawasan
nasabahnya& nini dllaktjkan an berbagai cara
antara lain pengawaf,mkz}n@hmdari adanya kecurangan

yang akan dilakukan oleh nasabahnya. Apabila terjadi keterlambatan atas

ap usaha yang

pembayaran oleh nasabah maka pihak KSPPS BTM BiMU memberikan teguran
namun apabila cara ini tidak berhasil maka KSPPS BTM BiMU akan
memberikan denda atas keterlambatan.

Pelayanan yang utama tersebut terlihat pada saat pendampingan nasabah
melalui customer service, konsultasi pembiayaan yang ramah. Akad-akad yang
digunakan juga telah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas
Koperasi dan tentunya telah sesuai dengan prinsip Syariah dan juga adanya

proses bimbingan atau konsultasi yang dilakukan oleh pihak marketing masing-
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masing nasabah yang dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan usaha
yang sedang dilakukan oleh nasabah KSPPS BTM BiMU.

Jika sistem dan prosedur pemberian pembiayaan sudah diterapkan
dengan baik, mulai dari nasabah mengajukan permohonan sampai pelunasan,
maka pihak KSPPS BTM BiMU akan selalu dapat mengetahui dengan baik
kegiatan dan perkembangan usaha nasabahnya. Sehingga jika persoalan yang
dihadapi nasabah akan segera mengetahui dan berusaha membantu untuk
kepentingan KSPPS BTM BiMU sendiri. Pembinaan dan pengawasan
pembiayaan juga mutlak dilaksanakan. untuk menghindari pembiayaan macet
dan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah ada. Karena

tujuan pemblayaan d| KSPSS BTM BIMU bukan hanya soal pembiayaan atau

| ] I

n hanya memikitkan laba atau keuntungan Y apat saja tetapi

er daya mam&a Ajuga dik . Karena sumber

daya manusia merlw-ﬁ\\\p\i@uatu proses pemberdayaan
A &;{/

ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

modal

juga pada

Dari sisi analisis di atas maka pelaksanaan prosedur pemberian
pembiayaan di KSPPS BTM BiMU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ini dilihat dari tata cara pelaksanaan sampai dengan proses penerapannya dan

juga rukun-rukun atau akad yang ada dalam pembiayaan.

B. Dampak Pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan

ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa
pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU melibatkan unsur utama
dalam pemberdayaan yaitu prinsip pemberdayaan dan strategi pemberdayaan
,dimana kedua unsur tersebut diimplementasikan dengan aktivitas riil berupa
segmentasi nasabah yang telah berdaya dan yang belum berdaya.

Dalam hal prinsip pemberdayaan ada prinsip dalam pemberdayaan KSPPS
BTM BiMU vyaitu:

1. Prinsip kesetaraan
Prinsip kesetaraan dipegang teguh olen KSPPS BTM BiMU dilakukan
dengan tidak memandang pr|a maupun Wanlta ataupun juga dengan tingkat
pekerjaan atau status soual SI™ nasabah mereka menerapkan cara-cara atau

| | |

pemberdayaan i elalui p berlan per _:_bla

tahap- ilakukan sama

tanpa m da bedakan

e

.. . /'H“‘H. : -
2. Partisipasi ——y

Sesuai dengan landasan teori bahwa program pemberdayaan yang dapat
menstimulasi  kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya
partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh
masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan
proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi
terhadap pemberdayaan  masyarakat.Prinsip ini  dilakukan  dengan
pendampingan terhadap nasabah dimana pendampingan dilakukan secara
berkala oleh marketing masing-masing setiap anggota , lalu melakukan

pembinaan, merencanakan hal apa yang akan dilakukan diberi solusi, dan
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dievaluasi . partisipasi juga bisa dilakukan dengan jadwal kunjungan dipasar
setiap hari oleh marketing dan juga untuk menagih yang dilakukan oleh kasir
keliling, namun hal ini anggota bisa datang sndri kekantor, namun tidak hanya
ekonomi tetapi juga pribadi, dikasih motivasi untuk pemberdayaan.

Dalam hal strategi ada beberapa strategi pemberdayaan yang digunakan
oleh KSPPS BTM BiMU yang sesuai dengan landasan teori strategi
pemberdayaan yaitu :

1. Pengembangan sumberdaya manusia

Dalam hal pemberdayaan pemberdayaan sumberdaya manusia sangat hal

utama yang terpentlng dalam hal pemberdayaan Karena jika sumberdaya

manusianya, blsa memberdayakan dlrlnya sendm maka dalam hal

| |
'aan ekonoml asyarak harus perlu '
menin an SIM yanh pédapat mampu

yang berhubungan

bangan untuk

ngkatkan hal-hal

2. Pemupukan modal masyarakat
Sudah tertera diatas bahwa makna pemberdayaan melalui pembiayaan
tersendiri  merupakan pengumpulan dana dari masyarakat lalu
menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan produktif, sehingga para
nasabah yang ingin perlu modal usaha maka dana bisa dapat dicairkan

asaalkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

3. Pengembangan usaha produktif
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Selain penyaluran dana atau pemberian pembiayaan dalam hal
pemberdayaan pengembangan usaha produktif sangat penting. Karena
apabila masyarakat telah mendapatkan modal atau pembiayaan dari KSPPS
BTM BiMU, namun tidak adanya pembinaan tentang pengembangan usaha
maka tidak akan tercapainya hal pemberdayaan karena apabila modal sudah
ada namun usahanya tidak produktif maka nasabah tidak akan mencapai
target laba yang akan diperoleh sesuai dengan keinginan dan kesepakatan
antara KSPPS BTM BiMU dengan nasabah.

Selain usaha yang produktif dalam hal pekerjaan yang dilakukanpun
harus produkt|V|tas karena dalam terapl pemberdayaan ekonomi dalam

Islam yan

?\dljelaskan dl baib II daiam Iandasan teou} ada hal produktivitas

e =
afam hal prosu t|V|tas kerja ng mengatakan
\""‘a}% Q _/ y: ,)”

iman jika tida ey 4 -
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Karena pernyataan ini sesuai dengan teologi kerja nasional yaitu pada

Al-Qur’an Surat Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi:

Mﬂj‘ybdﬁw@}&”&ﬁm}u)},@ AT el T T
g_a\qr_o);‘zf\@}& u)&e;\}mm)ﬁ@@ﬁmujuﬁ\w\w

})Aﬂ

Yo shAll pa V) AR el L CJ;AJ} AT G iRy

Artinya:

“ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah
antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak,
seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani;
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning
kemudian menjadi hancur. ‘dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan
ampunan dari Allah serta kerldhaan Nya dan kehldupan dunia ini tidak lain
hanyalah kesenangan yang menlpu

'n___‘ih:fo“rm_asi tepat guna [y

SF;Pé“‘I?gIM‘BM%aSAthp’erhbi maka keduanya

harus memiliki p animinfor una, karena dengan adanya
\\/ \/,»f

informasi tepat guna maka akan terlaksananya pembiayaan yang baik dalam

hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Karena informasi merupakan

salah satu hal yang sangat penting dalam hal keterkaitan antara kedua belah
pihak atau dalam hal kerjasama.

Hasil  penelitian  menunjukkan  pemberdayaan ekonomi  umat
yangdilakukan oleh KSPPS BTM BiMU dalam bentuk penghimpunandan
penyaluran dana (pembiayaan) masuk dalam tahapan inisiator dan juga
tahapan fasilitator dan pendampingan. Pemberdayaan ekonomi umat yang

dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU selain dalam bentuk penghimpunan
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danpenyaluran dana, juga pemberdayaan dalam bentuk pembinaandan
pendampingan dalam perkembangan usaha berkaitan denganmanajemen
usaha anggota dan ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini pemberdayaan
yang dilakukan KSPPS BTMBIMU sudahmasuk tahapan inisiator,
fasilitator dan pendampingan. Prosedur pemberian pembiayaan atau
pinjaman produktif bagi UKMdi KSPPS BTM BiMU sangatmudah dan
cepat, walaupun keduanya mewajibkan persyaratan adanya jaminan. Dalam
melakukan pembiayaan terhadap UKM, KSPPS BTM BiMU menggunakan
sistem mudharabah, dengan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan
besarnya pokok pinjaman‘bukan laba.

Dalam gmelaksanakan kegiatan 'Obérasionai’ny@,',{-;f-..,_lKSPPS BTM BiMU
|I i | e v y | 1

".yﬁ:déna_ dari paz anj]oti!ya dal__ar_n"b; tu ' elah dijelaskan
Dahatersebu i kan : pada masyarakat

S

butuhkagss=dalam, b . j lah sat it
yang membu u% %})@yaan salah satunya vyaitu

pembiayaan produktif, yaitu mereka yang mempunyai usaha namun
kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat yang
ingin membuka usaha sehingga meningkatkan dorongan berusaha bagi
anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini diharapkan mampu
meningkatkan kualitas usaha masyarakat, khususnya dikalangan usaha
mikro dan kecilmenengah. Penyaluran pembiayaaan ini juga diharapkan
mampu merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam kegiatan

pembangunan ekonomi.
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Dengan asas kekeluargaan dan saling membantu, mereka menyetujui

permohonan pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah

ditetapkan. Jadi

dampak pembiayaan sangat

dirasakan dalam upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam ini semua

dilihat dari cara penyaluran pembiayaan yang telah sesuai dengan prinsip

pembiayaan dan ekonomi Islam. Maka penelitian dilapangan di KSPPS

BTM BiMU dengan teori pembiayaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi

masyarakat saling berhubungan.

Dampak yang dirasakan juga terlihat dalam bentuk tabel 4 yang terdapat

dalam bab 111 yaitu:

Tabel 4
|Dampak Pemblayaan KSPPS BTM BiMU
. Pemberdayaan Ekonomi (Wllayah Su

fprhadap Upaya

Sektor i _Kﬁwma -rata 4 Keuntungan
Usaha ~"Rupia ertahun
ebelum eSUl Jumlah Presentase
/./S\ at (Rupiah) (%)
%&f%w
Jasa 4 86.160.000 | 96.445.714 10.285.714 11,94
Perdagangan 17 76.572.500 | 92.412.500 15.840.000 20,69
Industri 7 73.496.470 | 74.202.352 705.882 0,96
Pengolahan
Makanan &
Minuman
Industri 2 107.400.000 | 107.400.000 - -
Kerajinan
Total 30 79.121.666 | 84.033.666 4.912.000 6,21

Sumber: KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung

Dari data di atas menunjukkan Pembiayaan Syariah yang diberikan oleh

KSPPS BTM BiMU memberikan dampak positif terhadap perkembangan

usaha dimana hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan di
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BiMU memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan ekonomi
masyarakat, dari data tabel diatas sektor perdagangan mengalami
perkembangan usaha paling besar. Lokasi usaha responden UMKM
perdagangan (pasar) yang strategis menjadi penyebab utama perkembangan
usaha meningkat. Hal ini disebabkan omset sektor perdagangan yang
bersifat harian (tiap hari) sehingga perputaran uangnya lebih cepat

dibandingkan sektor lainnya.

No Nama Jenis Sektor Keuntungan | Keuntungan | Presentase
Kelamin Usaha sebelum sesudah
mendapatkan | mendapatkan
_ pembiayaan | pembiayaan
1. | lbuSumi | Perempuans, Pedagang | 2:500.000 3.000.000 20%
2. sa | Perempuan | ~ Kios = | 14.000,000 5.000.000 25%
\ U edagang | /= 4
3. "'*izl;g_lgi-'ié%g” 35 4.200.000 20%
=~ | eceran
‘:*-\ \..-_‘ "l —
4. m ] 6.000.000 7.000.000 16,6%
Grosir
5. Perempuan | Pedagang 2.500.000 3.000.000 20%
Buah
6. |Ibu Perempuan | Pedagang 2.000.000 2.500.000 25%
Mariatul Ikan
7. |lbu Perempuan | Pedagang 5.000.000 6.500.000 30%
Hanimah Grosir
8. |Ibu Perempuan | Pedagang 2.000.000 2.500.000 25%
Salimah Buah
9. | Bapak Laki-laki Pedagang 2.500.000 3.000.000 20%
Agus eceran
(retail)
10. | lbu Daria | Perempuan | Pedagang 3.000.000 3.500.000 16,6%
Grosir
Makanan

Sumber: Wawancara Nasabah KSPPS BTM BiMU
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Dari tabel di atas bisa kita lihat jumlah pembiayaan diberikan kepada
nasabah mengalami keuntungan yang naik apabila dibandingkan dengan
sebelum dilakukannya pembiayaan. Maka pembiayaan yang dilakukan di
KSPPS BTM BiMU dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu
berhasil dengan baik. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan yang
dilakukan KSPPS BTM BiMU adalah untuk membentuk individu dan
masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian
berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut,
untuk perbaikan usaha, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Ini
sesuai dengan tUJuan pemberdayaan yang ada pada landasan teori bab Il
yaitu tujuan pemberdayaan adalah perbalkan kelembagaan perbaikan usaha,

pendapatan pi aikan ‘gkungan perb

perba masyai*akat

Pemberdayaaqw anarah pada pembentukan

kognitif masyarakat yang lebih balk, untuk mencapai kemandirian masyarakat

ehidupan, dan

diperlukan sebuah proses yang baik dan tertata. Pemberdayaan yang
dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU tujuannya yaitu sesuai dengan ekonomi
Islam karena tidak hanya tertuju pada kehidupan akhirat semata melainkan

pula untuk membantu kesuksesan ekonomi umat di dunia juga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat
ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan prosedur pemberian pembiayaan
dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi
Islam, sebagai berikut:
1. KSPPS BTM BiMU merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang
berbadan hukum  koperasi. - KSPPS BTM !3iMU menggunakan prinsip

koperasi syariah "'mehg'gu'h'ak‘ah'_pr_insip"Sly'irkah Mufgwadhoh. Dalam hal ini,
[ S | v y = 'B == |

L |

1 T";:_\Fﬁ(a'mi'l_iki kegiatan seperti ha'lnyz;; lem
[tu Penghimp d!n ;- dan”penyaltiran

euangan yang

. Terkait dengan

BiMU menerapkan beberapa

akad pembiayaan. Sehingga d‘.él;;m hal ini ada beberapa prosedur dalam
pembiayaan yang diberikan olen KSPPS BTM BiMU. Prosedur sendiri
merupahan tahapan tata cara sebelum pembiayaan dilakukan. Alur proses
pembiayaan KSPPS BTM BiMU dari permohonan tersebut dibuat dalam
bentuk gambar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, nasabah KSPPS
BTM BiMU menyatakan bahwa setelah mendapatkan tambahan modal
usaha, terjadi peningkatan usaha yang dijalankan dan dalam hal prosedur
pemberian pembiayaan yang ada di KSPPS BTM BiMU secara garis besar

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mereka berusaha

101
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menerapkan sistem syariah sesuai Al-qur’an dan Hadist. Sistem dan prosedur
pemberian pembiayaan terhadap UKM guna pemberdayaan ekonomi
masyarakat memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kelangsungan
usaha nasabah yang memiliki UKM yang menjadi nasabahnya sehingga
nasabah lebih berdaya dalam hal finansial, karena sistem dan prosedur yang
diterapkan tidak menyulitkan nasabah dalam mengajukan permohonan
pengajuan pembiayaan.

Dampak pembiayaan KSPPS BTM BiMU dalam upaya pemberdayaan
ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam dilakukan dengan
tepat sasaran yaitu dengan‘cara menyalu__rkan p:gmbiayaan kepada masyarakat

yang memb-utuhkan teimbéhan-'-'mo'dal' Uthk men""gembfangkan usaha dan atau
| N [ .

"_utuhkan mod tuk me'ibuka usaha baru

wya\an

pengawasan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola dan

inilai produktif

kecil dan

menengah.Dalam pemantauan, pembinaan, dan

mengembangkan usaha dengan baik, serta segala yang berkaitan dengan
KSPPS BTM BiMU, baik mengenai usaha yang dijalankan, jasa yang
diberikan, dan mekanisme pengembalian pembiayaan tersebut. Karena
pelaksanaan ini menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian tujuan
suatu program. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan
KSPPS BTM BiMU memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Yang mana pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari
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peningkatan perubahan modal setelah melakukan pembiayaan, peiningkatan

volume barang, peningkatan pendapatan dan perkembangan pasar.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran
diantaranya:

1. Setelah dilihat dari beberapa kesimpulan maka hal yang harus dilakukan oleh
KSPPS BTM BiMU adalah meningkatkan kembali manajemen dalam hal
prosedur pembiayaan sehingga pembiayaan di KSPPS BTM BiMU bisa
semakin meningkat dan Iebih banyak diminati oIeh masyarakat luas sehingga

nasabah semakln mudah dalam pemahaman prosedur yang diberikan dan
ih|efisi dalam dlterapﬁ
2. Untuk embei'dayaan

membuat fase atm ?\@an secara tertulis (agenda)

untuk satu periode, sehingga program-program untuk pemberdayaan ekonomi

masyarakat salah satunya yaitu pemberdayaan UKM dapat terlihat lebih
diberdayakan dan anggota binaan KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung
dalam pembinaan dan pelatihan seharusnya berusaha lebih memperhatikan
apa yang menjadi tujuan dari BTM BiMU, sehingga ada yang menjadi target
dalam membuat agenda tahunan. Dan juga KSPPS BTM BiMU Bandar
Lampung sebaiknya menggunakan langlah-langkah pengunggah partisipasi

masyarakat. Karena keberhasilan suatu pemberdayaan ekonomi rakyat sangat
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tergantung pada partisipasi UKM sebagai pelaku maupun KSPPS BTM

BiMU yang turut serta dalam peran pengembangannya.




DAFTAR PUSTAKA

Abdullah,Faisal, Manajemen Perbankan, Cetakan Ketiga (Malang: UMM
Pres,2005).

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada,2011).

Bastian, Indra, Suhardjono ,Akuntansi Perbankan, Buku 1 dan 2 (Jakarta:Salemba
4,2005).

Budi Harsono, Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM
(Jakarta:Elex Media Komputindo, 2014).

CholitNarbukodan Abu  Ahmadi, Metodologi Peneltian(Jakarta: Bumi
Aksara,1997).

Chambers, Robert. Pembangunan Desa (Mulal dari Belakang) (Jakarta:
LP3ES 1983) s 4

ama Al Qur an dan Ter]e ahan (Band 'g_,. i goro,2005).

erdayakan Ra Bandung: Refika

'm ke-1 (Jakarta: PT. Raja

Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora
Pratama,2001).

Fordebi,Adesy, Ekonomi
GrafindoPersada, 2001)

Hendri Suhendri, Figh Muamalah (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005).
Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisis,2003).

Kasmir, ManajemenPerbankan, EdisiRevisi (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,
2003).

Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV. Pustaka
Setia,2013).

Lepi, T Tarmidi, Ekonomi Pembangunan (Jakarta: Depdikbud,1992).



Mervyn K. Lewis dan Latifa M.Algaoud, Perbankan Syariah, Prinsip, praktikdan
prospek(Jakarta: Serambi llmu Semesta,2003).

Mohammad Hidayat, The Sharia Economic(Jakarta: Zikrul Hakim,2010).

Muhammad Nasib Ar-rifa’i, Kemudahan Dari Allah — Ringkasan Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 1(Bandung: Gema Insani, 1999).

Muljano; Djoko, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi SimpanPinjam
(Yogyakarta: ANDI, 2004).

Nazaruddin Margolang dkk, Strategi dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (Pekanbaru: UR PRESS,2014).

Nanih Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam, Cetakan Ke-1
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2001).

Nurul Widya Ningrum, Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi
Penguasaha Kecil (Bandung' Akatiga 2002)

Nur S. Buchori, Kopera3| Syarlah Kelompok Masmedla (Sidoarjo: Buana
Pustaka,2009) / J

) \Pemberdayan('ﬁeb_ija;kan,___dén"i entasi (Jakarta:

96) -

Onny S.

« ~ L
Osmad Muhaher, Akunt @j\ki% yakarta: Graha llmu, 2012).
L

Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer
(Jakarta: Salemba 4, 2009).

Rumadani Sagala, Dakwan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Bandar
Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiyah,2009).

Sitio Arifin, Koperasi Teori dan Praktek (Jakarta: Erlangga, 2004).

Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba
Empat,2008).

Sudarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kelimabelas (Bandung:
CV.Alfabeta, 2010).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D (Bandung:
Alfabeta, 2014).



Totok Mardikonto, Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat (Bandung:
Alfabeta,2013).

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Bandung: Kompas Gramedia
Building,2012).

WardiBachtiar, Metodologi lImu Pengetahuan (Jakarta: Logos, 1997).

ZulkifliAlamsyah, Manajemen Sistem Informasi (Jakarta: PT.Grammedia
Pustaka Utama,2005).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor: 11/PER/M.KUKM/XI1/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

SOP KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia , Fatwa DSN

Nomor 07/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiyaan Mudharabah.
. F""'-,

ff{J'l‘\

,"r.' - __,,e-"- ?\.




	COVER.pdf (p.1)
	ANNA ABSTRAK.pdf (p.2)
	PERSETUJUAN[1].pdf (p.3)
	surat_pengesahan[1].pdf (p.4)
	ABSTRAK DLL.pdf (p.5-10)
	DAFTAR ISI DAN DAFTAR GAMBAR TABEL.pdf (p.11-14)
	PRINT ACC KETUA.pdf (p.15-118)
	DAFTAR ISI DAN PUSTAKA.pdf (p.119-121)

